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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkah kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas
KaruniaNya telah tersusun Dokumen Analisis Kebijakan Penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah Perusahaan Perseroan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Bank Tegal Kota Tegal. Sehubungan dengan hal
tersebut, ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang
telah membantu dalam proses penyusunan dokumen ini.

Dokumen ini dipergunakan sebagai alat dan justifikasi akademik
bagi keberadaan Peraturan Daerah Kota Tegal. Di samping itu Dokumen
ini diharapkan menjadi pedoman dalam penyusunan dan perumusan
pasal dan ayat-ayat Rancangan Peraturan Daerah Perusahaan Perseroan
Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Kota Tegal.

Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat bagi para
pembaca. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami
harapkan guna penyempurnaan untuk penyusunan dokumen di masa

mendatang

Tegal, Maret 2018

Penyusun
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan pembangunan nasional seagaimana termaktub dalam Alinea
IV Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 salah
satunya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Oleh karena itu,
untuk mewujudkan tujuan Negara tersebut Pemerintah maupun Pemerintah
Daerah sebagai regulator, menetapkan peraturan perundang-undangan dan
berbagai kebijakan.

Dalam pelaksanaan pembangunan, daerah membutuhkan dana
untuk menumbuhkan percepatan pertumbuhan perekonomian daerah dalam
menunjang pelaksanaan otonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah yang juga sebagai regulator di
tingkat daerah berwenang mengeluarkan regulasi untuk menghimpun dana
pembangunan salah satunya melalui pembentukan badan usaha milik daerah
sebagai wadah di bidang perekonomian yang pembentukannya dilakukan
dengan peraturan daerah.

Kegiatan ekonomi adalah usaha yang dilakukan orang,
kelompok atau negara dalam bidang ekonomi untuk menghasilkan
pendapatan dalam rangka memenuhi kebutukan hidup. Negara
menjalankan kegiatan ekonominya didasarkan pada Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (4) bahwa “ Perekonomian
Nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan
prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan
lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan

kesatuan ekonomi nasional’. Salah satu cara untuk menyelenggarakan



kegiatan ekonomi tersebut adalah melalui badan usahanya. Badan Usaha
yang dimaksud adalah Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik
Daerah yang selanjutnya disebut BUMN untuk Badan Usaha Milik Negara
dan BUMD untuk Badan Usaha Milik Daerah.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang
seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Dengan
otonominya Daerah dalam upaya peningkatan ekonominya dapat
membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sendiri, baik untuk tujuan
Public Service, Profit Oriented atau kombinasi keduanya. Dalam bahasa
Inggris bentuk usaha atau bentuk hukum perusahaan disebut company atau
corporation (Abdulkadir Muhammad, 2010:1). Bentuk hukum badan usaha
masing-masing memiliki karakteristik tersendiri. Inilah yang menjadi
penting diperhatikan oleh daerah dalam pemilihan bentuk hukum badan
usahanya sesuai tujuan pembentukannya.

Daerah dalam membentuk BUMD didasarkan pada potensi,
karakteristik dan kebutuhan daerah tersebut. Salah satu jenis usaha yang
sangat sentral peranannya adalah bidang perbankan. Pemerintah Daerah
dapat membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di bidang perbankan.
Perbankan adalah sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup
kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan
kegiatan usahanya (Jamal Wiwoho,2011:27).

Pada Tahun 2014 Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang
diundangkan dan mulai berlaku pada 2 Oktober 2014. Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terdiri dari 411
pasal ini ternyata juga mengatur tentang BUMD. Sebelumnya bentuk
hukum BUMD tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah tetapi hanya diatur pada Peraturan Menteri



Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha
Milik Daerah yang mana bentuknya adalah Perusahaan Daerah dan
Perseroan Terbatas, tetapi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah dikatakan pada Pasal 331 ayat (3) bahwa
BUMD terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan
Daerah, tentunya bentuk hukum ini berbeda dari sebelumnya sehingga ada
perubahan ketentuan bentuk hukum BUMD yang semula Perusahaan Daerah
dan Perseroan Terbatas menjadi Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan
Perseroan Daerah. Terhadap BUMD di bidang perbankan tentunya akan
menimbulkan permasalahan hukum dalam pemilihan bentuk hukum karena
perbedaan pengaturan bentuk hukum dalam Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998. Undang-Undang perbankan secara tegas
membedakan bentuk hukum usaha perbankan. Untuk Bank Umum dikenal
3 bentuk hukum sebagaimana ditentukan oleh Pasal 21 ayat (1)
Undang-Undang tentang Perbankan, yaitu Perseroan Terbatas, Koperasi dan
Perusahaan Daerah sedangkan bentuk hukum untuk Bank Perkreditan
Rakyat (BPR) yang diatur dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang
Perbankan adalah Perusahaan Daerah, Koperasi, Perseroan Terbatas dan
bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sedangkan bentuk
hukum dari kantor perwakilan dan kantor cabang bank yang
berkedudukan di luar negeri adalah mengikuti bentuk hukum kantor
pusatnya sebagai ditentukan oleh Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Perbankan.
Di sektor perbankan cukup banyak BUMD yang dimiliki daerah
kota/kabupaten atau provinsi di Indonesia, contohnya antara lain : PT. Bank
Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PD. Bank Klaten, PT. Bank Jatim, PT.
Bank DKI Jakarta, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan

Banten,Tbk, PD.BPR Badan Kredit Kecamatan Propinsi Jawa Tengah, PD. BPR



Bank Klaten, PD. Bank Solo, PD. BPR Bank Boyolali, PD.BPR NTB, PD. BPR
BKK Boyolali.

Dalam konsep otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk
melakukan pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efesien dan
akuntabel. Pemerintah daerah harus berusaha melakukan pengelolaan
penerimaan daerah secara cermat, tepat dan hati-hati. Pemerintah daerah
harus menjamin bahwa semua potensi penerimaan telah terkumpul dan
dicatat ke dalam sistem akuntansi pemerintahan daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran
serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan
memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan
kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

Aspek utama dalam manajemen penerimaan daerah yang perlu
mendapat perhatiaan serius adalah pengelolaan pendapatan asli daerah
(PAD). PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar bagi
pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa PAD merupakan
tolak ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan
mewujudkan otonomi daerah, sehingga PAD mencerminkan kemandirian
suatu daerah. PAD dapat berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.
PAD yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
merupakan pendapatan yang berasal dari Perusahaan Daerah (PD) atau

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).



BUMD memiliki peran dalam mewujudkan kemakmuran daerah
dengan memberikan kontribusi terhadap Penerimaan PAD baik dalam
bentuk deviden atau pajak. Tantangan meningkatkan PAD  salah
satunya dapat dijawab dengan meningkatkan peran/kontribusi BUMD.
Secara makro, peranan PD/BUMD terhadap perekonomian daerah dapat
diukur melalui kontribusi nilai tambahnya terhadap Pendapatan Domestik
Regional Bruto (PDRB) dan kemampuannnya menyerap tenaga kerja.

Dalam perkembangan dunia usaha, BUMD dihadapkan tantangan
yang berat. Sebagai wujud nyata dari investasi daerah, BUMD mau tidak mau
akan menghadapi persaingan yang semakin tinggi dengan masuknya pasar
global. Pilihannya adalah apakah BUMD tersebut harus tetap dengan
kondisinya saat ini atau mengikuti persaingan itu dengan melakukan
perubahan pada visi, misi, dan strategi bisnisnya.

Melihat dari fungsinya, BUMD didirikan bertujuan untuk
turut serta melaksanakan pembangunan daerah Kkhususnya dan
pembangunan ekonomi nasional umumnya untuk memenuhi kebutuhan
rakyat menuju masyarakat yang adil dan makmur. Namun hingga saat ini,
tujuan tersebut belum secara nyata diwujudkan oleh PD/BUMD. Kontribusi
BUMD dalam menghasilkan PAD masih sangat minim.

BUMD secara ideal merupakan salah satu sumber penerimaan dari
sebuah pemerintahan daerah. BUMD adalah sebuah perwujudan dari peran
pemerintah daerah dalam pembangunan ekonomi daerah. Namun demikian,
dalam perkembangannya BUMD justru menjadi salah satu masalah keuangan
daerah.

Sejak diundangkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015, Badan Usaha Milik

Daerah (BUMD) baru didefinisikan secara jelas, yaitu dalam BAB XII tentang



BUMD yang terdiri dari 13 pasal. Terhadap perusahaan-perusahaan milik
daerah yang sudah mulai beroperasi sebelum Undang-Undang ini berlaku,
wajib untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini
dalam jangka waktu paling lama tiga tahun terhitung sejak Undang-Undang
berlaku. Sebelumnya, BUMD sebagai perusahaan milik daerah diatur
dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah,
sehingga seluruh perusahaan milik pemerintah daerah disebut Perusahaan
Daerah. Namun, dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014,
Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 tersebut menjadi tidak berlaku, hanya
saja peraturan pelaksananya  selama tidak bertentangan dengan Undang-
undang No. 23 Tahun 2014 dinyatakan masih tetap berlaku.

Istilah perusahaan daerah berubah menjadi BUMD sejak adanya
Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1990 tentang Perubahan Bentuk
BUMD ke Dalam Dua Bentuk Perumda dan Perseroda, penggunaan
istilah perusahaan daerah bergeser menjadi BUMD. Sesuai Instruksi
Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1990 tersebut, Menteri Dalam Negeri
telah memerintahkan kepada para Kepala Daerah untuk mengganti bentuk
Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) atau
Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Namun, instruksi tersebut tidak
diikuti terbitnya peraturan pelaksana pengelolaan BUMD dengan bentuk yang
baru.

Selanjutnya, pada tahun 1998, tepatnya berdasarkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 3 Tahun 1998 tentang Bentuk
Hukum BUMD, BUMD dibagi dalam dua bentuk yaitu Perusahaan Daerah
dan Perseroan Terbatas, sehingga istilah Perusahaan Daerah kembali
muncul, dan jika dilihat dari penggunaan istilahnya, Permendagri No. 3
Tahun 1998 mengelompokkan Perusahaan Daerah sebagai salah satu bentuk

dari BUMD.



Jika dibandingkan antara satu peraturan dengan peraturan
perundang- undangan lainnya terkait BUMD, tidak dipungkiri masih terdapat
aturan yang berbeda dalam menginterpretasikan BUMD dan beberapa
penjelasannya tidak lagi relevan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014.
Bahkan, masih terdapat BUMD yang belum siap mengganti penyelenggaraan
perusahaan daerahnya dengan mekanisme BUMD sesuai Undang-Undang No.
23 Tahun 2014 karena masih menggunakan mekanisme Perusahaan Daerah
berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1962, sedangkan UU tersebut
sudah tidak berlaku lagi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan permasalahan
legalitas penyelenggaraan BUMD di masa depan, terlebih lagi dengan
belum diterbitkannya peraturan pemerintah sebagai ketentuan lebih lanjut
pengelolaan BUMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 343 ayat (2) Undang-
Undang No. 23 Tahun 2014.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (6), Pasal 335 ayat (2),
Pasal 336 ayat (5), Pasal 337 ayat (2), Pasal 338 ayat (4), Pasal 340 ayat (2),
Pasal 342 ayat (3) dan Pasal 343 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah telah menetapkan Peraturan
Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, oleh
karenanya dengan adanya peraturan tersebut maka dalam hal pendirian
BUMD dilakukan penetapannya dengan sebuah Peraturan Daerah.

Salah satu bentuk kebijakan pemerintah Kota Tegal dalam
peningkatan PAD dan pembentukan BUMD, Pemerintah Kota Tegal berencana
membentuk BUMD dibidang Perbankan, yakni dengan membentuk
PERSERODA Bank Pasar Kota Tegal yang sbelumnya telah dibentuk PD. BPR
Bank Pasar Kota Tegal melalui Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 10 tahun
2000 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota
Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun

2007 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 10 tahun 2000



tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota
Tegal, namun Dengan adanya beberapa ketentuan yang diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik
Daerah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (6), Pasal 335 ayat (2),
Pasal 336 ayat (5), Pasal 337 ayat (2), Pasal 338 ayat (4), Pasal 340 ayat (2),
Pasal 342 ayat (3) dan Pasal 343 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Tegal
Nomor 10 tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat
Bank Pasar Kota Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 3 tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Tegal
Nomor 10 tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat
Bank Pasar Kota Tegal perlu ada kajian dalam bentuk Naskah Akademik
apakah perlu dipertahankan atau diganti menyesuaikan dengan aturan yang

terbaru.

. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka
identifikasi yang menjadi Permasalahan dalam Naskah Akademik ini adalah
sebagai berikut:

1. Apakah Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 10 tahun 2000 tentang
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Tegal
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun
2007 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 10 tahun
2000 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar

Kota Tegal masih relevan dengan keadaan saat ini ?



2. Bagaimana landasan filosofis, landasan Sosiologis, landasan yuridis
terkait pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pasar Kota
Tegal ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dicantumkan bahwa setiap
pembentukan peraturan daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota
disertai dengan adanya keterangan atau penjelasan atau yang lebih sering
disebut dengan Naskah Akademik.

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian
hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang
dapat dipertanggungjawabkan secara mengenai masalah tersebut dalam
suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan
dan kebutuhan hukum masyarakat.

Sesuai dengan definisi tersebut maka penyusunan naskah akademik
bertujuan untuk melakukan penelitian atau pengkajian hukum terhadap
suatu permasalahan yang membutuhkan solusi pemecahan dengan adanya
sebuah pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian hasil penelitian yang disusun dalam bentuk naskah
akademik berguna sebagai alasan, pedoman dan arahan dalam menyusun
peraturan perundang-undangan.

Demikian halnya dengan kehendak Pemerintah Kota Tegal yang
berencana untuk membentuk Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal
Tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pasar Kota Tegal.
Terhadap rencana tersebut Pemerintah Kota Tegal melakukan penelitian dan
kajian. Dan, hasil kajian atau yang disebut sebagai naskah akademik tersebut

digunakan sebagai dasar pemikiran dan pedoman untuk pembentukan



substansi Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal Tentang Pembentukan
Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pasar Kota Tegal.
.Metode

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan terfikir secara
runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk
menemukan, mengembangkan maupun guna menguji kebenaran maupun
ketidak benaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa agar suatu
penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu
metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu
unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu
pengetahuan.!

Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik
Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal Tentang Pembentukan Perusahaan
Perseroan Daerah Bank Pasar Kota Tegal ini adalah metode yuridis normatif
yang dilengkapi dengan diskusi (focus group discussion) dan pengamatan di
lapangan. Pendekatan yuridis normatif menggunakan data yang diperoleh
dari:

a. Sumber Data
1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)
Penulis mengumpulkan bahan-bahan literature dan karya ilmiah
lainnya untuk dikaji dan ditelaah, dan juga buku-buku yang berkaitan
dengan masalah yang diteliti.
2. Penelitian Lapangan ( field research )

Penelitian dilakukan di lapangan, yaitu di beberapa BUMD.

b. Jenis Data

Data Primer

1 Soejono Soekanto, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, him.7.
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Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data tentang
Bagaimana pelaksanaan secara riil BUMD di Kota Tegal dengan melakukan
beberapa wawancara secara langsung.

Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari studi ke perpustakaan dan
juga buku-buku yang penulis miliki sendiri maupun sumber bacaan
lain yang berkaitan dengan obyek penelitian. Sebagai pendukung dari data
Sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan
bahan hukum Tersier.

Bahan hukum primer, adalah ketentuan yang ada berkaitan dengan pokok
pembahasan, berbentuk Undang- Undang, atau peraturan lainnya.

Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan
penjelasan atau keterangan-keterangan mengenai peraturan- peraturan
perundang-undangan,berbentuk buku-buku yang ditulis oleh para Sarjana
Hukum, literatur-literatur hasil pemikiran yang dipublikasikan, makalah,
jurnal-jurnal hukum dan lain-lain.

Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan
sekunder, berupa kamus yang digunakan untuk membantu penulis dalam
menterjemahkan berbagai istilah yang digunakan dalam penulisan ini,
serta browsing internet yang membantu penulis untuk mendapatkan

bahan dalam penulisan yang berhubungan dengan masalah penelitian.
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BAB II
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis
Negara Hukum atau Rechtstaats, pada dasarnya bertumpu
pada sistem hukum Eropa Kontinental. Ide tentang rechtstaats mulai populer
pada abad ke XVII sebagai akibat dari situasi sosial politik Eropa didominasi
oleh absolutisme raja, Paham rechtstaats dikembangkan oleh ahli-ahli
hukum Eropa Barat Kontinental seperti Immanuel Kant dan Friedrich Julius
Stahl, serta Hans Kelsen (Achmad Ridwan Tentowi: 2016, hlm: 99 — 101).
Di sini, Hans Kelsen mengemukakan “Reine Rechtslehre”
(Ajaran Hukum Murni atau teori hukum murni), beliau menyebutkan bahwa
hukum seharusnya dipisahkan dari hal-hal non-hukum. Kita lebih
memahami hal tersebut sebagai hukum positif. Friedrich Julius Stahl
mengemukakan empat unsur rechtstaats dalam arti klasik, yaitu:
1. Perlindungan hak-hak asasi manusia;
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak- hak itu
(di negara-negara Eropa Kontinental biasanya disebut trias politica);
3. Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan (wetmatigheid van
bestuur);
4. Peradilan administrasi dalam perselisihan (Miriam Budiardjo: 1998-hlm
76).
Tujuan Negara Hukum dapat kita simpulkan dari
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dalam alinea ke 4 (empat) sebagai
grand theory yakni “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu

Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia
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dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan

sosial”.

Dari tujuan hukum di atas, tentunya hukum erat kaitannya dengan
keadilan, hal ini dapat kita lihat dari ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang —
Undang Dasar (UUD) 1945, menyatakan : Setiap orang berhak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama di depan hukum. Secara eksplisit terlihat bahwa
keadilan dalam hukum mempunyai fungsi sebagai salah satu ukuran
dan sekaligus tujuan hukum itu sendiri. Dengan menyatakan bahwa tujuan
hukum itu untuk mewujudkan keadilan semata-mata, masih jauh lebih
mudah ketimbang menjawab pertanyaan, tentang apa yang dimaksud

keadilan. Adil itu bagaimana dan yang tidak adil itu bagaimana?.

Prinsip perbedaan adil dan tidak adil, menuntut diaturnya struktur
dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat
kesehjahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukan bagi keuntungan orang -
orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial

harus diperjuangkan untuk dua (2) hal pokok, yakni:

1. Melakukan  koreksi dan  perbaikan terhadap kondisi ketimpangan
yang dialami kaum  lemah dengan menghadirkan institusi - institusi
sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan;

2. Setiap aturan harus memosisikan diri (John Rawls: 1971: hlm, 56).

Konsep keadilan tidak dapat dilepaskan dari tujuan hukum itu
sendiri di mana Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum jerman
mengajarkan tiga ide unsur dasar hukum yakni; Keadilan; Kemanfaatan;
dan Kepastian Hukum. Bagi Gustav Radbruch, ketiga unsur ini merupakan

tujuan hukum secara bersama-sama, yaitu keadilan, kemanfaatan dan
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kepastian hukum. Namun, selanjutnya timbul pertanyaan, apakah ini tidak
menimbulkan permasalahan dalam kenyataan (penegakan hukum). Seperti
kita ketahui, di dalam kenyataannya sering antara kepastian hukum dengan
keadilan terjadi benturan atau ketegangan (chaos), atau benturan antara
kepastian hukum dengan kemanfaatan, atau antara keadilan dan
kemanfaatan.

Negara Hukum di Indonesia, sudah menjadi ketentuan
ketatanegaraan. sebagai suatu kesepakatan serta doktrin kenegaraan, bahwa
Pancasila adalah pandangan hidup, ideologi bangsa Indonesia serta sumber

dari segala sumber hukum. 19

Artinya, bahwa Pancasila adalah pandangan
hidup, kesadaran dan cita - cita moral yang meliputi suasana kejiwaan
dan watak dari rakyat Negara kesatuan Republik Indonesia serta menjadi
tempat berpijak atau bersandar bagi setiap persoalan hukum yang ada atau
yang muncul di Indonesia, tempat menguji keabsahan baik dari sisi
filosofis maupun yuridis.

Keuangan Negara sebagai alat untuk dapat mewujudkan
tujuan Negara Hukum Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan Negara
untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban
yang dapat dinilai dengan uang. Maka dengan demikian, pendekatan yang
digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi objek,
subjek, proses, dan tujuan, sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan
umum butir (3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara.

Sejak diundangkannya Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015, Badan Usaha

Milik Daerah (BUMD) baru didefinisikan secara jelas, yaitu dalam BAB XII

tentang BUMD yang terdiri dari 13 pasal. Terhadap perusahaan-perusahaan
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milik daerah yang sudah mulai beroperasi sebelum UU ini berlaku, wajib
untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam UU ini dalam jangka waktu
paling lama tiga tahun terhitung sejak UU berlaku.

Sebelumnya, BUMD sebagai perusahaan milik daerah diatur
dengan UU No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, sehingga seluruh
perusahaan milik pemerintah daerah disebut Perusahaan Daerah. Namun,
dengan berlakunya UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 5 Tahun 1962 tersebut

menjadi tidak berlaku,2

hanya saja peraturan pelaksananya selama
tidak  bertentangan dengan UU No. 23 Tahun 2014 dinyatakan masih
tetap berlaku.

Istilah perusahaan daerah berubah menjadi BUMD sejak adanya
Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1990 tentang Perubahan Bentuk
BUMD ke Dalam Dua Bentuk Perumda dan Perseroda, penggunaan
istilah Perusahaan daerah bergeser menjadi BUMD. Sesuai Instruksi
Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1990 tersebut, Menteri Dalam Negeri
telah memerintahkan kepada para Kepala Daerah untuk mengganti bentuk
Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) atau
Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Namun, instruksi tersebut tidak
diikuti terbitnya peraturan pelaksana pengelolaan BUMD dengan bentuk
yang baru.

Selanjutnya, pada tahun 1998, tepatnya berdasarkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 3 Tahun 1998 tentang Bentuk
Hukum BUMD, BUMD dibagi dalam dua bentuk yaitu Perusahaan Daerah
dan Perseroan Terbatas, sehingga istilah Perusahaan Daerah kembali
muncul, dan jika dilihat dari penggunaan istilahnya, Permendagri No. 3
Tahun 1998 mengelompokkan Perusahaan Daerah sebagai salah satu bentuk

dari BUMD.
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Jika dibandingkan antara satu peraturan dengan peraturan
perundang- undangan lainnya terkait BUMD, tidak dipungkiri masih terdapat
aturan yang berbeda dalam menginterpretasikan BUMD dan beberapa
penjelasannya tidak lagi relevan dengan UU No. 23 Tahun 2014. Bahkan,
masih terdapat BUMD yang belum siap mengganti penyelenggaraan
perusahaan daerahnya dengan mekanisme BUMD sesuai UU No. 23 Tahun
2014 karena masih menggunakan mekanisme Perusahaan Daerah
berdasarkan UU No. 5 Tahun 1962, sedangkan UU tersebut sudah tidak
berlaku lagi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan permasalahan legalitas
penyelenggaraan BUMD di masa depan, terlebih lagi dengan belum
diterbitkannya peraturan pemerintah sebagai ketentuan lebih lanjut
pengelolaan BUMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 343 ayat (2) UU No.
23 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah telah mengamanatkan penyusunan Peraturan Pemerintah tentang
BUMD. Selain dari pada itu, dengan telah dicabutnya Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah setelah terbitnya Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyusunan Peraturan
Pemerintah perlu disusun untuk mengisi kekosongan hukum terkait
pengaturan mengenai BUMD.

Beberapa hal yang mendorong perlu adanya dasar hukum
pengelolaan BUMD antara lain, BUMD dianggap masih belum memiliki etos
kerja, terlalu birokratis, inefisien, kurang memiliki orientasi pasar, tidak
memiliki reputasi yang baik, profesionalisme yang rendah, dan masih banyak
Pemerintah Daerah yang melakukan intervensi yang berlebihan terhadap
BUMD, serta ketidakjelasan antara menghasilkan profit dan di sisi lain
dituntut wuntuk memiliki fungsi sosial terhadap masyarakat dapat

menyebabkan BUMD tidak fokus terhadap misi utamanya. Dalam rangka
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mendorong pembangunan daerah, peran BUMD dirasakan semakin penting
sebagai perintis dalam sektor usaha yang belum diminati usaha swasta,
sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan pasar, dan turut
membantu pengembangan usaha kecil dan menengah. BUMD tertentu juga
dapat berfungsi sebagai salah satu penyumbang bagi penerimaan Daerah,
baik dalam bentuk pajak, dividen, maupun hasil Privatisasi.

BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar
modalnya dimiliki oleh Daerah. BUMD didirikan dengan tujuan untuk
memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada
umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan
barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup
masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah yang
bersangkutan berdasarkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2017 tentang
Badan Usaha Milik Daerah telah ditetapkan pemerintah dan dalam Peraturan
Pemerintah Tersebut mengatur antara lain kewenangan kepala Daerah pada
BUMD, pendirian, modal, organ dan kepegawaian, satuan pengawas intern,
komite audit dan komite lainnya, perencanaan, operasional dan pelaporan,
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, pengadaan barang dan jasa, kerjasama,
pinjaman, penggunaan laba, anak perusahaan, penugasan pemerintah
kepada BUMD, evaluasi, Restrukturisasi, perubahan bentuk hukum, dan
Privatisasi, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran
BUMD, kepailitan, pembinaan dan pengawasan, serta ketentuan lain-lain
seperti pengaturan mengenai asosiasi BUMD.

Badan usaha milik daerah (BUMD) bertujuan untuk mendapatkan
keuntungan sebesar-besarnya dan seluas-luasnya demi meningkatkan
kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, yang nantinya akan

digunakan untuk pembangunan daerah itu sendiri.
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Fungsi badan usaha milik daerah (BUMD) adalah sebagai
fasilitator dalam  menjalankan  otonomi  daerah, yang  berfungsi
membantu pemerintah daerah dalam menjalankan
pemerintahannya yang berlandaskan pada otonomi daerah. Sebagai daerah
otonom, pemerintah daerah harus dapat membiayai rumah tangganya sendiri
dengan mengandalakan pendapatan asli daerah, salah satu aset daerah
adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mempunyai tujuan mencari
keuntungan sebesar-besarnya yang nantinya akan diberikan sebagian
kepada pemerintah dalam hal peningkatan pendapatan asli daerah.

Tinjauan Tentang Kinerja

Bernardin dan Russel dalam Ruky (2002:15) memberikan
pengertian atau kinerja sebagai berikut : “performance is defined as the record
of outcomes produced on a specified job function or activity during time
period”. Prestasi atau kinerja adalah catatan tentang hasil-hasil yang
diperoleh dari fungsi- fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan selama

kurun waktu tertentu.

Menurut Gibson, dkk (2003: 355), job performance adalah hasil dari
pekerjaan yang terkait dengan tujuan organisasi, efisiensi dan kinerja
kefektifan kinerja lainnya. Sementara menurut Ilyas dalam Ruky (2002:16)
kinerja adalah penampilan hasil kerja personil maupun dalam suatu
organisasi. Penampilan hasil karya tidak terbatas kepada personil yang
memangku jabatan fungsional maupun struktural tetapi juga kepada
keseluruhan jajaran personil di dalam organisasi. Pengertian kinerja lainnya
dikemukakan oleh Payaman Simanjuntak dalam Ruky (2002: 16) yang
mengemukakan kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan
tugas tertentu. Kinerja perusahaan adalah tingkat pencapaian hasil dalam
rangka mewujudkan tujuan perusahaan. Manajemen kinerja adalah

keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja
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perusahaan atau organisasi, termasuk kinerja masing-masing individu dan

kelompok kerja di perusahaan tersebut.

Menurut Irawan dalam Ruky (2002:16), bahwa kinerja (performance)
adalah hasil kerja yang bersifat konkret, dapat diamati, dan dapat diukur.
Jika kita mengenal tiga macam tujuan, yaitu tujuan organisasi, tujuan
unit, dan tujuan pegawai, maka kita juga mengenal tiga macam kinerja,

yaitu kinerja organisasi, kinerja unit, dan kinerja pegawai.

Dessler dalam Ruky (2002: 16) berpendapat : Kinerja (prestasi kerja)
karyawan adalah prestasi aktual karyawan dibandingkan dengan prestasi
yang diharapkan dari karyawan. Prestasi kerja yang diharapkan adalah
prestasi standar yang disusun sebagai acuan sehingga dapat melihat
kinerja karyawan sesuai dengan posisinya dibandingkan dengan standar
yang dibuat. Selain itu dapat juga dilihat kinerja dari karyawan tersebut

terhadap karyawan lainnya.

Berdasarkan beberapa pendapat tentang kinerja dan prestasi kerja
dapat disimpulkan bahwa pengertian kinerja maupun prestasi kerja
mengandung substansi pencapaian hasil kerja oleh seseorang. Dengan
demikian bahwa kinerja maupun prestasi kerja merupakan cerminan hasil
yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang. Kinerja perorangan
(individual performance) dengan kinerja lembaga (institutional performance)
atau kinerja perusahaan (corporate performance) terdapat hubungan yang
erat. Dengan perkataan lain bila kinerja karyawan (individual performance)
baik maka kemungkinan besar kinerja perusahaan (corporate performance)

juga baik.

Manajemen Kinerja
Menurut Ibrahim (2008: 77) beberapa pengertian mengenai

Manajemen Kinerja adalah:
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a. Usaha kegiatan dan program yang diprakarsai dan dilaksanakan oleh
pimpinan  organisasi (perusahaan) untuk mengarahkan dan
mengendalikan prestasi karyawan (Ruky, 2001: 6). Kegiatannya meliputi
seluruh proses manajemen, mulai menetapkan tujuan dan sasaran,
perencanaan, pengorganisasian, pengerakan/ pengerahan serta
evaluasi dan hasilnya. Karena harus jelas tujuan sistem kerjanya
(apa yang dinilai) dan mestinya berlaku untuk seluruh karyawan
(pimpinan dan karyawan). Penilaian harus bersifat timbal balik dan
mengikutsertakan pihak-pihak yang ada hubungannya dengan penilaian
kinerja tersebut (misalnya pelanggan, masyarakat, mitra dan lainnya)
(Ruky, 2001: 1-8).

b. Manajemen Kinerja (performance managemen) pada prinsipnya
meliputi seluruh aspek yang menghasilkan prestasi kerja suatu
organisasi. Mestinya meliputi seluruh upaya meningkatkan sarana
prasarana-proses atau  metode  kerja-kemampuan = sumberdaya
manusianya berikut gairah dan motivasi kerjanya-kualitas bahan
baku dan unsur-unsur pendukung lainnya. Dalam praktiknya, karena
begitu kompleksnya, biasanya lebih ditekankan pada upaya peningkatan
prestasi kerja karyawan (Ruky, 2001: 7-12)

c. Roger Below (1961: 370) dalam Ibrahim (2008: 78) mengatakan
manajemen kinerja sebagai : “A periodical evaluation on the value of an
individual employee for his/her organization, conducted by his/her
superior or by some one in a position to evaluate his/her performance”.

Dari berbagai pengertian di atas, dapat dipahami bahwa secara utuh
sebenarnya manajemen kinerja adalah upaya untuk meningkatkan
prestasi suatu organisasi secara keseluruhan dengan titik tumpu pada

peningkatan prestasi dari manusianya. Fokus perhatian pada upaya
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meningkatkan prestasi anggota suatu organisasi, sehingga dapat
mengahasilkan produk yang berkualits dalam bentuk barang dan jasa.
Pendekatan dalam manajemen kinerja telah berkembang dari
berpusat pada individu-berpusat pada pekerjaan hingga berpusat pada hasil.
Dalam pernyataannya, manajemen yang baik, hendaknya menganut
pendekatan kesisteman dengan model masukan-proses-keluaran; sehingga
ketiga pendekatan tersebut di atas dengan berbagai interaksinya dengan
lingkungan dapat dikelola secara terintegrasi dan bersifat holistic, karena itu

sebaiknya disebut Sistem Manajemen Kinerja.

Manfaat Sistem Manajemen Kinerja antara lain:

a. Meningkatkan prestasi karyawan baik secara perseorangan maupun
kelompok, dan akhirnya dapat meningkatkan prestasi organisasi secara
keseluruhan.

b. Menunjang minat dan prestasi, apalagi kalau diikuti perangkat
reward and punishment system yang tepat (misalnya merit system sebagai
standar).

c. Membantu menyusun program pendidikan dan latihan (program
pemberdayaan) yang sesuai.

d. Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memberikan
umpan balik yang bermanfaat, sehingga sitem kinerja akan bekerja
dengan baik, tidak mengalami stagnansi.

Tinjauan Tentang Good Corporate Governance (GCG)

Pengertian dan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG)
Menurut Ibrahim (2008: 144) perkembangan definisi tentang corporate
governance sendiri jika diruntu berdasarkan tahunnya akan memperlihatkan

dinamika pengertiannya. Bahkan unsur-unsur yang membantu berfungsinya
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GCG sendiri tidaak lagi berasal dari teori agensi (yaitu pengelola
perusahaan; dewan komisaris pemegang saham; pemberi pinjaman;
remunisasi; dividen; berjalannya pasar modal, berjalannya pasar tenaga
kerja manjerial; serta market for corporate control) melainkan bertambah
dengan informasi; transparansi; akuntabilitas; keterbukaan dan kerahasiaan;
code of conduct dan aturan; jaminan hukum dan masih bertambah dengan
investors (individu, institusi); hak (hak bagi pemegang saham; hak bagi
pemberi pinjaman; perangkat hukum dan jaminan hukum).

Corporate Governance diperlukan agar seluruh pihak memperoleh
manfaat dari investasi. Hal ini seperti diungkapkan Porter (1996:6), yaitu
“Meskipun kritikus sering menyalahkan kekurangan industri Amerika di
cakrawala waktu singkat, tata kelola perusahaan tidak efektif, atau tingginya
biaya modal, masalah ini hanya gejala dari masalah yang lebih besar. apa
yang menjadi masalah di sini adalah efektivitas sistem seluruh AS yang
mencakup pemegang saham, kreditur, manajer investasi, direktur
perusahaan, manajer dan karyawan. Sistem alokasi modal AS menciptakan
sebuah perbedaan kepentingan antara pemilik dan perusahaan yang
mengganggu aliran modal investasi-investasi perusahaan yang menawarkan
hadiah berjangka panjang.

Dari tulisan Porter tergambarkan tambahan unsur-unsur yang
membangun corporate governance yaitu: Pemasok; Karyawan; Manajer
Investasi dan Lembaga Pendidikan. Untuk membuat corporate governance
berfungsi sebagai mana mestinya maka dibutuhkan 5 kelompok yang salin
berinteraksi yaitu tersedianya landasan hukum/jaminan hukum;
ditegakkanya akuntabilitas, terdapatnya fungsi supervisi kinerja direksi;
direksi yang mengelola perusahaan-perusahaan; dan manajer beserta

karyawan lainnya yang ikut membantu direksi.
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Sedangkan menurut Asia Development Bank (ADB) dalam Ibrahim
(2008: 145) dalam corporate governance harus ada unsur-unsur shareholders
right; equal treatment of shareholders; the role of shareholders dan adanya
disclosure (keterbukaan) dan transparency (tranparansi). Disini tampak ada
unsur tambahan yaitu equal treatment atau keadilan (fairness) dan right
(hak).

Selanjutnya dalam Ibrahim (2008: 146) YPPMI dan SC dalam
Moeljono (2005: 27), ada empat komponen utama yang diperlukan dalam
konsep GCG ini, yaitu fairness, transparency, accountability dan responbility.
Keempat komponen tersebut penting karena penerapan prinsip GCG
secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.
Sehingga, dapat disimpulkan bahwa dari kajian terhadap pengertian
corporate governance maka segera tampak terdapatnya unsur-unsur
corporate governance yang bersl dari dalam perusahaan (dan selalu
diperlukan di dalam perusahaan) serta unsur-unsur yang ada diluar
perusahaan (dan yang selalu diperlukan diluar perusahaan) yang bisa
menjamin berfungsinya GCG.

Adapun unsur yang berasal dari dalam dan unsur dan unsur yang
selalu diperlukan didalam perusahaan menurut Hariyoto dkk. (2000) adalah
pemegang saham, direksi, dewan komisaris, manajer, karyawan,
sistem remunerasi berdasarkan kinerja, komite audit; sedangkan unsur-
unsur yang selalu diperlukan didalam perusahaan: keterbukaan dan
kerahasiaan, transparansi, akuntabilitas, fairmess dan aturan-aturan dari
code of conduct.

Unsur yang berasal dari luar perusahaan dan unsur yang selalu
diperlukan diluar perusahaan, disebut coporate governance eksternal
perusahaan. Corporate governance eksternal perusahaan menurut Hariyoto

dkk (2000) dalam Ibrahim (2008: 147) meliputi unsur yang berasal dari luar
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perusahaan adalah: ketercukupan undang-undang dan perangkat hukum,
investor, institusi penyedia informasi, akuntan publik; institusi yang
memihak kepentingan publik bukan golongan; pemberi pinjaman dan
pengesah legalitas; sedangkan unsur-unsur yang selalu diperlukan diluar
perusahaan adalah : aturan dari code of conduct, fairness, akuntabilitas dan
jaminan hukum. Perilaku partisipasi pelaku corporate governance yang
berada didalam rangkaian unsur-unsur tersebut (eksternal dan internal)
menentukan kualitas corporate governance.

. Praktik Empiris

1. Tinjauan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Dengan adanya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah maka
setiap pemerintah daerah baik pemerintahdaerah propinsi maupun
pemerintah daerah kota/kabupaten harus mampumembiayai pembangunan
daerahnya. Untuk membiayai pembangunan itu maka setiap daerah
mengoptimalkan potensi sumberdaya yang dimilikinya baik sumberdaya
manusiamaupun sumberdaya alam. Kemampuan untuk menganalisis potensi
daerah dan mengoptimalkan secara tepat akan menjadi sumber
kekuatan daerah untuk terus melakasanakan dan melanjutkan roda
pembangunan (sustainability Development).

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang dalam
pelaksanaannya berada dibawah pengawasan, pengelolaan dan pembinaan
pemerintah daerah. Sebagian besar atau seluruh modal dari BUMD ini
dimiliki oleh negara yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Bisa
dikatakan kalau BUMD adalah cabang dari Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) di setiap daerah. BUMD merupakan salah satu instrumen

pemerintahan yang berperan penting dalam  menjalankan dan
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mengembangkan perekonomian daerah dan perekonomian nasional. Contoh
BUMD antar lain Bank Pembangunan Daerah (BPD), Perusahaan Daerah Air
Minum (PDAM), Perusahaan Daerah Angkota Kota (Bus Kota), dan lain-lain.

Disamping Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dikenal juga
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang menurut Undang-undang Nomor
5 Tahun 1962 dikenal dengan nama Perusahaan Daerah. Perusahaan
Daerah didirikan berdasarkan peraturan daerah, dan merupakan badan
hukum, serta kedudukannya diperoleh dengan berlakunya peraturan daerah
tersebut. Badan usaha milik daerah (BUMD) adalah suatu badan yang
dikelola oleh daerah untuk menggali potensi daerah, yang bertujuan untuk
menambah pendapatan asli daerah yang berguna untuk pembangunan
daerah tersebut.

Perusahaan daerah adalah suatu produksi yang bersifat memberi
jasa, menyelenggaraan kemanfaatan umum dan memupuk pendapatan.
Perusahaan Daerah bergerak dalam lapangan yang sesuai dengan urusan
rumah tangganya menurut peraturan perundangan tentang pemerintahan
daerah.

Jika dicermati pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah ini, secara
khusus mengatur berkenaan dengan BUMD pada BAB XII terdiri dari 12
Pasal, dimulai dari Pasal 331 sampai dengan Pasal 343 serta tersebar
dibeberapa pasal, seperti BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 40, yang
memberikan pengertian tentang BUMD, serta beberapa pasal yang menjadi
sangat penting dicermati terkait dengan keberadaan BUMD, seperti Pasal 134
ayat (1) huruf c, 188 ayat (1) huruf ¢, 298 ayat (5) huruf ¢, 304 ayat (1) dan
(2), 320 ayat(2) huruf g, 402 ayat (2), 405 dan pasal 409.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Pemerintahan Daerah
sesuai dengan Pasal 409 dengan tegas menyatakan bahwa: Dengan

berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
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Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587); mencabut dan menyatakan tidak berlaku:

Bagi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan
Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah. Pasalnya dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah. Kedua Undang Undang tersebut tersebut
menjadi payung hukum keberadaan BUMD di Indonesia, sebelum berlakunya
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014.

Dengan adanya Undang Undang No.23 Tahun 2014, seluruh BUMD
yang ada di Indonesia wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-
Undang baru tersebut dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun
terhitung sejak Undang-Undang Pemerintahan Daerah tersebut diundangkan.

Selanjutnya dengan masih sangat barunya keberadaan Undang-
Undang No. 23 Tahun 2014, belum dilengkapi dengan peraturan
pelaksanaan, sehingga masih dapat digunakan/diberlakukan semua
ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan
pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan
Daerah, sepanjang tidak bertentang dengan undang-undang baru tersebut
(Pasal 405), serta undang-undang mengamanatkan bahwa paling lama 2 (dua)
tahun sejak diundangkan, peraturan pelaksanaannya harus sudah
ditetapkan (Pasal 410).

Sementara itu, pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 telah
memberikan pengertian BUMD secara tegas, sebagaimana diatur dalam Pasal
1 angka 40 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 memberi pengertian bahwa
BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya

dimiliki oleh Daerah.
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Pada Pasal 331, jelas tertera bahwa daerah dapat mendririkan BUMD,
yang ditetapkan oleh Perda dimana BUMD tersebut terdiri atas Perumda atau
Perseroda. Apabila dicermati Pasal 331, pendirian BUMD bertujuan
memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada
umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang
dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai
kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan
tata kelola perusahaan yang baik, da memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Pendirian BUMD perlu didasarkan pada kebutuhan daerah dan
kelayakan BUMD terbentuk. Itupun diatur lagi dalam Peraturan Pemerintah
Dalam hal ini pendirian BUMD bukanlah suatu keharusan, akan tetapi
menjadi pertimbangan bagi daerah sebagai sarana dalam rangka memberikan
pelayanan kepada masyarakat.

Kebutuhan Daerah dikaji melalui studi yang mencakup aspek
pelayanan umum dan kebutuhan masyarakat di antaranya air minum, pasar,
transportasi, sedangkan kelayakan bidang usaha BUMD dikaji melalui
analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran dan
analisis kelayakan keuangan serta analisis aspek lainnya. Nampaknya
pembentuk undang-undang, telah memberikan kriteria usaha BUMD
berkaitan dengan sifat pelayanan umum, sebagaimana dijelaskan dalam
penjelasan umum Pasal 331 ayat (5) huruf a, yaitu air minum, pasar dan
transportasi umum di daerah.

Pasal tersebut di atas juga telah mempertegas jenis dan bentuk
hukum BUMD, yaitu perusahaan umum daerah (PERUMDA) dan perusahaan
perseroan daerah (PERSERODA).

Ketika disinggung perbedaan Perumda dan Perseroda, secara

keilmuan adalah sebagai berikut:
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Menurut Hanson, Perusahaam Umum memiliki sifat usaha adalah
melayani kepentingan umum (produksi, distribusi, dan konsumsi) dan
sekaligus memupuk keuntungan. Usahanya ini dijalankan dengan tetap
berpegang teguh pada syarat-sayarat efiesiensi dan efekivitas, ptinsip-prinsip
ekonomi perusahaan dalam pengelolaan dan pelayanan yang baik serta
memuaskan kepada public/masyarakat, bergerak di bidang jasa-jasa vital
(publik ultilities). Perusahaan Umum dipimpin oleh seorang Direksi yang
diangkat dan atau diberhentikan oleh Pemerintah.

Organisasi, tugas, wewenang, tanggung jawab dan cara
pertanggungjawabannya, pengawasan, dan lain-lain diatur secara khusus
sesuai dengan peraturan perundang-undangan pembentuknya. Perusahaan
Umum berstatus badan hukum dan dapat melaksanakan hubungan hukum.
Perusahaan Umum dapat dituntut dan menuntut, dan hubungan hukumnya
di atur secara hukum keperdataan. Perusahaan Umum pada umumnya
menjalankan tugas perusahaan, akan tetapi dapat pula mengemban tugas-
tugas pemerintahan. Laporan tahunan Perusahaan Umum memuat neraca
untung rugi dan neraca kekayaan yang disampaikan kepada Pemerintah.

Modal Perusahaan Umum seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah dan
merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan serta modal Perusahaan
Umum tidak terbagi atas saham. Perusahaan Umum mempunyai nama dan
kekayaan sendiri serta kebebasan bergerak seperti perusahaan swasta,
mengadakan perjanjian, kontrak-kontrak, dan mengadakan hubungan
dengan perusahaan lainnya. Secara finansial Perusahaan Umum harus dapat
berdiri sendiri. Pegawai Perusahaan Umum diangkat dan/atau diberhentikan
oleh Direksi atas persetujuan Menteri. Pengawasan oleh Pemerintah melalui
pejabat atau badan hukum yang berfungsi seperti komisaris.

Sedangkan PERSERO sifat usahanya adalah memupuk kepentingan

dengan memberikan pelayanan dan pembinaan organisasi yang baik, efektif
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dan efisien, serta ekonomis. Bidang usahanya harus dapat memberikan
keuntungan financial kepada Pemerintah baik dalam jangka panjang
maupun jangka pendek. Barang-barang dan atau jasa yang di hasilkan
perusahaan bukan merupakan kewajiban Pemerintah untuk
menghasilkannya. PERSERO pada prinsipnya tidak diberi hak monopoli,
fasiliiitas maupun perlakuan khusus lainnya oleh Pemerintah.

PERSERO dipimpin oleh seorang Direksi di bawah pengawasan
Dewan Komisaris yang masing-masing bertanggung jawab kepada Rapat
Umum  Pemegang Saham (RUPS). PERSERO mempunyai status badan
hukum perdata sehingga hubungan usahanya di atur menurut hukum
perdata. Pengesahan laporan tahunan PERSERO dilakukan oleh RUPS.

Modal PERSERO dapat merupakan modal milik Pemerintah
seluruhnya atau campuran antara modal Pemerintah dengan modal swasta.
Perusahaan dapat melakukan penyertaan modal/pemilikan saham pada
perushaan swasta. Pemerintah dapat mengurangi, menambah, atau
melepaskan kepemilikan saham PERSERO dari perusahaan.

Pegawai PERSERO berstatus sebagai pegawai perusahaan swasta
biasa. Hubungan kerja antara pegawai dengan perusahaan di atur dalam
kontrak kerja. Direksi dan Komisaris mengadakan ikatan kerja dengan
pemilikan PERSERO. Gaji dan pension pegawai di tetapkan dalam kontrak
kerja berdasarkan persetujuan kolektif.

Sedangkan perbedaan Perumda dan Perseroda menurut Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa Perumda sebagaimana secara khusus
diatur pada Pasal 334 sampai dengan Pasal 338, memiliki ciri-ciri sebagai
berikut:

1. Perusahaan umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya

dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham.
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. Dalam hal perusahaan umum Daerah akan dimiliki oleh lebih dari satu
Daerah, perusahaan umum Daerah tersebut harus merubah bentuk
hukum menjadi perusahaan perseroan Daerah.

. Perusahaan umum Daerah dapat membentuk anak perusahaan
dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.

. Organ perusahaan umum Daerah terdiri atas kepala daerah selaku
wakil Daerah sebagai pemilik modal, direksi dan dewan pengawas.

. Laba perusahaan umum Daerah ditetapkan oleh kepala daerah selaku
wakil daerah sebagai pemilik modal sesuai dengan ketentuan anggaran
dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

. Laba perusahaan umum Daerah yang menjadi hak Daerah disetor ke
kas Daerah setelah disahkan oleh kepala daerah selaku wakil Daerah
sebagai pemilik modal.

. Laba perusahaan umum Daerah dapat ditahan atas persetujuan kepala
daerah selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal.

. Laba perusahaan umum Daerah yang ditahan digunakan untuk
keperluan investasi kembali (reinvestment) berupa penambahan,
peningkatan dan perluasan prasarana dan sarana pelayanan fisik dan
nonfisik serta untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas
pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan.

. Perusahaan umum Daerah dapat melakukan restruksturisasi untuk
menyehatkan perusahaan umum daerah agar dapat beroperasi secara

efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.

10.Perusahaan umum Daerah dapat dibubarkan.

11.Pembubaran perusahaan umum Daerah ditetapkan dengan Perda.

12.Kekayaan perusahaan umum Daerah yang telah dibubarkan dan

menjadi hak Daerah dikembalikan kepada Daerah.
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Sedangkan Perseroda, juga mendapatkan porsi pengaturan khusus
sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 339 sampai dengan Pasal 342, adapun
ciri-cirinya sebagai berikut:

1. Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan
terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau
paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu
Daerah. setelah pendiriannya ditetapkan dengan Perda, selanjutnya
pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.

2. Modal Perseroda terdiri dari saham-saham, dalam hal pemegang saham
perusahaan perseroan daerah terdiri atas beberapa daerah dan bukan
daerah, salah satu daerah merupakan pemegang saham mayoritas.

3. Organ perusahaan perseroan daerah terdiri atas rapat umum pemegang
saham, direksi, dan komisaris,

4. Perseroda dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham
pada perusahaan lain. Pembentukan anak perusahaan didasarkan atas
analisa kelayakan investasi oleh analis investasi yang profesional dan
independen.
bahwa sumber modal BUMD menurut pada Pasal 332 terdiri atas:
penyertaan modal Daerah; pinjaman; hibah; dan sumber modal lainnya
itupun diatur dengan Perda. Terkait dengan barang milik daerah yang
disertakan, harus dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik daerah
tersebut akan dijadikan pernyertaan modal. Nilai riil tersebut diperoleh
dengan melakukan penafsiran harga barang milik daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi BUMD (BADAN USAHA MILIK DAERAH)
a. Sebagai penyedia barang ekonomis yang tidak disediakan oleh pihak

swasta
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£.

h.

Instrumen  pemerintahan daerah yang membantu penataan
perekonomian daerah

Pengelola cabang-cabang produksi sumberdaya di daerah yang
kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan umum

Menyediakan layanan untuk masyarakat

Memajukan sektor usaha yang belum diminati oleh pihak swasta
Pembuka lapangan kerja di daerah yang bersangkuta

Membantu pengembangan usaha kecil (contohnya koperasi)

Pendorong aktivitas dan kemajuan masyarakat di berbagai bidan

Tujuan dari BUMD

a.

Memberikan sumbangan pendapatan (penerimaan) daerah dan negara,
serta berperan dalam memajukan perekonomian.

Mendapatkan keuntungan demi kepentingan daerah.

Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang
dan/atau jasa bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan kebutuhan
hidup orang banyak di daerah.

Perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh pihak
swasta dan koperasi di daerah.

Memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan
ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat di daerah.

Melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan kepada

masyarakat

Ciri — Ciri BUMD (Badan Usaha Milik Daerah)

a.

b.

BUMD merupakan badan wusaha yang didirikan dan dalam
pelaksanaannya berada di bawah pemerintah daerah.
Pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha sehingga

memiliki kekuasaan absolut.
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Cc. Sebagian besar atau seluruh modal BUMD dikuasai pemerintah daerah,
modal tersebut berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

d. BUMD dipimpin oleh direksi yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala
daerah, baik gubernur, walikota atau bupati yang berwenang di daerah
tersebut.

e. Pemerintah bertanggung jawab penuh terhadap risiko yang dapat terjadi
dalam menjalankan usaha.

f. Salah satu penyumbang kas daerah dan negara (sumber pendapatan
daerah dan negara);

g. Salah satu instrumen yang digunakan untuk mengembangkan
perekonomian daerah dan negara.

h. Tidak ditujukan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan
modal yang sekecil-kecilnya, tetapi dibenarkan untuk mencari
keuntungan. Keuntungan tersebut kemudian dimanfaatkan untuk
kesejahteraan rakyat.

i. Pemerintah berperan sebagai pemegang saham dalam BUMN.

j- Dapat menghimpun dana dari pihak lain, baik dari Bank ataupun Non-
Bank.

Klasifikasi Macam - Macam Jenis Kegiatan Usaha BUMD (BADAN USAHA

MILIK DAERAH)

a. Dalam Bidang Transportasi Umum (contohnya bus kota)

b. Dalam Bidang Pengelolaan Pasar ( Contohnya Perusahaan Daerah Rumah
Potong Hewan atau PDRPH)

c. Dalam Bidang Jasa Perbankan (Contohnya Bank Daerah)

d. Dalam Bidang Penyediaan Air Bersih (Perusahaan Daerah Air Minum atau
PDAM)

Untuk menjelaskan permasalahan atau faktor yang menjadi

penyebab berbagai permasalahan organisasi publik termasuk didalamnya
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instansi pemerintah,BUMN maupun BUMD. Peneliti dapat memaparkan
beberapa konsep dari ahli yang dapat menjelaskan berbagai permasalahan
yang menjadi kelemahan dari BUMD. Menurut Atmosoeparto (Tangkilisan,
2005: 181) mengemukakan bahwa kinerja suatu organisasi akan dapat
dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal sebagai berikut:

a) Faktor eksternal yang terdiri dari:

1) Faktor  Politik, yaitu hal yang berhubungan dengan
keseimbangan kekuasaan negara yang berpengaruh pada keamanan
dan ketertiban, yang akan mempengaruhi ketenangan organisasi
untuk berkarya secara maksimal.

2) Faktor ekonomi, yaitu tingkat perkembangan ekonomi yang
berpengaruh pada tingkat pendapatan masyarakat sebagai daya beli
untuk menggerakkan sektor-sektor lainnya sebagai suatu sistem
ekonomi yang lebih besar.

3) Faktor sosial, yaitu orientasi nilai yang berkembang ditengah
masyarakat, yang mempengaruhi pandangan mereka terhadap etos
kerja yang dibutuhkan bagi peningkatan kinerja organisasi

b) Faktor internal terdiri dari:

1) Tujuan organisasi, yaitu apa yang ingin dicapai dan apa yang
ingin diproduksi suatu organisasi.

2) Suatu organisasi, sebagai hasil desain antara fungsi yang akan
dijalankan oleh unit organisasi dengan struktur formal yang ada.

3) Sumberdaya manusia, yaitu kualitas dan pengelolaan anggota
organisasi sebagai penggerak jalannya organisasi secara
keseluruhan.

4) Budaya organisasi, yaitu gaya dan identitas suatu organisasi
dalam pola kerja yang baku dan menjadi citra organisasi yang

bersangkutan
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Menurut Akadun (2007: 110), lebih menjelaskan secara spesifik
faktor yang menjadi penentu buruknya kinerja BUMN dan dapat juga terjadi
pada BUMD/perusahaan daerah yang memiliki kesamaan sebagai
perusahaan milik pemerintah. Adapun faktor yang menjadi penentu kurang
baiknya kinerja BUMD dan secara otomatis menyebabkan buruknya kinerja
keuangan BUMD yaitu;

1. Permasalahan Administrasi Teknis Penunjang
a. Masalah Struktur organisasi
Masalah struktur organisasi yang kebanyakan terjadi pada BUMD
adalah daerah tersebut belum mengadakan penerbitan organisasi
serta belum melakukan penyusunan secara sehat dan efisien.
Kesulitan yang timbul didalam penyusunan organisasi yang sehat
dann efisien disebabkan oleh banyaknya personel yang ada, melebihi
kebutuhan yang riil, juga keseganan untuk mengadakan
penyempurnaan struktur organisasi. Implikasi ketidak tepatan
stuktur adalah sulitnya pimpinan mengadakan pengawasan,
penyaluran tanggungjawab, timbulnya duplikasi dan vakum
pekerjaan, memudahkan timbulnya penyelewengan juga dapat
menimbulkan pemborosan yang sebenarnya ha-hal tersebut dapat
dicegah agar tidak terjadi dalam peaksanaan jalannya suatu institusi
atau organisasi.
b. Masalah Manajemen

Manajemen BUMD sudah terbiasa dengan subsidi dan captive
market  (pasar  domestik) yang ditetapkan oleh regulasi
pemerintah. Kelemahann mendasar dari BUMD daerah yaitu pada
umumnya kurang memiliki visi bisnis intinya. Hal ini dapt dipahami

karena direksi dari perusahaan daerah diambil bukan dari
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kalangan  profesional yang memiliki jiwa entrepreneurship yang
tinggi, lebih mengedepankan mentalitas birokrat.

Dalam kaitan manajemen daerah, Hamid dan Ato (2000) mengatakan
bahwa manajemen BUMN/BUMD di indonesia selama ini masih
terbawa mental birokrat. Padahal gaya dan cara berfikir birokratik
jelas tidak akan cocok lagi untuk mengelola unit usaha bisnis yang
sekarang semakin ketat persaingannya dan semakin canggih pula
pola manajemennya. Management planning, organizing, leading and
controling adalah fungsi manajemen yang harus dihayati dan
dipraktekkan oleh BUMD sebagai sebuah organisasi. Namun demikian
realitas menunjukkan terjadi management gap dimana terdapat
kesenjangan diantara yang seharusnya dilaksanakan dengam
sebenarnya dipraktekkan. Hal ini terjadi karena direksi BUMD lebih
banyak mengikuti acara seremonial dibandingkan memikirkan aspek
strategis dan juga karena ketidakmampuan membuat komitmen
berdasarkan profesioanl kriteria dan bukan atas hubungan istimewa
atau kepentengina tertentu.

. Masalah Administrasi Personalia

Ada beberapa persoalan administrasi personalia dalam
penatausahaan BUMD. Pertama, kemurnian pelaksanaan sistem
kecakapan pada penerimaan pegawai. BUMD pada umumnya belum
melaksanakan merrit system secara murni dalam penerimaan pegawai
baru. Kedua, ketepatan dalam penempatan pegawai (the right man of
the righ place). Menurut Westra (Akadun, 2007: 113), sedikit sekali
BUMD yang mempunyai tenaga ahli yang tepat dan sesuai dengan
kebutuhannya baik dari kualitas dan kuantitas. Ketiga, pendidikan
dan pelatihan belum menjadi bagian integral pengembang

perusahaan. Menurut Wenstra pendidikan dan pelatihan tersebut
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dilingkungan BUMD, kebanyakan dilaksanakan untuk pegawai-
pegawai tertentu (golongan atas) sehingga golongan bawah kurang
mendapat kesempatan. Keempat, sulitnya melaksanakan mutasi
pegawai. Padahal mutasi pegawai dirasakan penting untuk
meningkatkan kegairahan pegawai dan kesegaran kerja. Kelima,
penilaian kecakapan sulit dilaksanakan secara objektif. Penilaian
kecakapan biasanya dilaksanakan oleh atasan masing-masing dengan
berdasarkan pedoman tertentu namun demikian pertimbangan dan
perkiraan atasan sendiri masih dominan dan hal tersebut dapat
menimbulkan ketidakadilan dalam pelaksanaannya secara penilaian
berdasarkan like or dislike. Keenam, standar ganda dalam status
kepegawaian dan penggajian dibeberapa BUMD.

Ketujuh, perbedaan peraturan gaji dan jaminan sosial diantara BUMD.
Perbedaan ini terlihat dikalangan pegawai rendah yang bekerja pada
BUMD berkinerja buruk dalam hal keuangan.

Kedelapan, sulitnya pemberhentian pegawai. Pada umumnya BUMD
mempunyai persamalahan yang sama yaitu kelebihan tenaga kerja.
Meskipun kelebihan pegawai BUMD sangat sulit melakukan
rasionalisasi. Kesembilan, ketertiban presensi. Menurut Wenstra
(2002), pada umumnya perusahaan daerah berusaha menertibkan
presensi untuk mencegah absentism dengan suatu cara atau sistem
tertentu sehingga diharapkan kemungkinan membolos bagi para
pegawai dapat dibatasi sekecil mungkin.

. Masalah Administrasi Keuangan

Masalah penyusunan dan ©pelaporan anggaran perusahaan
merupakan persoalan krusial dalam administrasi BUMD, terutama
menyangkut penyimpanan usul anggaran yang terlambat, ketertiban

dalam pembukuan, pembukuan ganda, standar laporan keuangan,
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kurangnya tenaga ahli keuangan yang berlatar belakang pendidikan
keuangan. Permasalahan- permasalahn ini memicu lemahnya
transparansi pengelolaan BUMD terutama dalam pengelolaan
keuangan dan manajemen. Apabila kondisi ini terus berlanjut maka
secara perlahan tetapi pasti akan terjadi pembusukan perusahaan
dari dalam.
€. Masalah Administrasi Peralatan dan Pembekalan
Menurut Wenstra (2002) ada beberapa permasalahan mengenai
administrasi peralatan dan pembekalan. Pertama, ketepatan
penyediaan pembekalan. Kedua, standarisasi alat-alat perlengkapan.
Penggunaan sarana dan prasarana serta alat produksi perusahaan
yang satu dengan yang lain memiliki kriteria dan spesifikasi
sendiri. Tidak ada sarana dan prasarana serta alat produksi
perusahaan diakibatkan lemahnya koordinasi antara perusahaan-
perusahaan tersebut. Ketiga, pemakaian peralatan yang sudah tua.
Perusahaan menggunakan peralatan, perlengkapan dan mesin-mesin
yang sudah tua sehingga biaya perawatannya menjadi tinggi,
mengakibatkan kecelakaan kerja, menimbulkan stagnasi serta
mengurangi kegairahan kerja. Keempat, tata penyimpanan barang
yang kurang tepat.
2. Kondisi Empiris PD. BPR Bank Pasar Kota Tegal
a. Sejarah Pendirian Perusahaan
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota
Tegal yang selanjutnya disebut P.D. BPR Bank Pasar Kota Tegal adalah
Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang modal
seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendirian
P.D. BPR Bank Pasar Kota Tegal berdasarkan Peraturan Derah Kota

Tegal Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Bank
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Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Tegal, dan telah diubah dalam

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perusahaan

Daerah Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Tegal.

Pendirian P.D. BPR Bank Pasar Kota mempunyai beberapa
tujuan, di antaranya adalah:

a. membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dalam
rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat;

b. membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar tidak terjerat
meminjam uang berbunga tinggi dari rentenir dan sekaligus
mengurangi praktek pelepas uang;

c. menunjang pembangunan dan perekonomian daerah;

d. sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

. Dasar Hukum Pendirian dan Operasional Perusahaan

Dasar hukum pendirian dan operasional P.D. BPR Bank Pasar

Kota Tegal antara lain:

1. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perusahaan
Daerah Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Tegal sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun
2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun
2000 tentang Perusahaan Daerah Perkreditan Rakyat Bank Pasar
Kota Tegal.

2. Surat [jin Menteri Keuangan Nomor S.Ket 286/DJM/II.3/6/1974
mengenai Surat Keterangan Melanjutkan Usaha Bank Pasar.

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,
yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun

1998.
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4. Peraturan Walikota Tegal Nomor 34 Tahun 2008 tentang Direksi dan
Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank
Pasar Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota
Tegal Nomor 11 Tahun 2013.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang
Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah

. Visi dan Misi Perusahaan

Sejalan dengan tujuan pendiriannya, P.D. BPR Bank Pasar Kota
Tegal mempunyai visi dan misi. Visi P.D. BPR Bank Pasar Kota Tegal
adalah “Menjadi perbankan yang berkembang dan maju, dapat
dipercaya baik masyarakat, karyawan/pengelola dan pengurus serta
menjadi jasa perbankan yang mandiri dan tampil beda dalam segala
kreasi dan inovasi”. Untuk mewujudkan visinya, P.D. BPR Bank Pasar
Kota Tegal menjalankan misinya yaitu “Memberikan pelayanan yang
terbaik, secara profesional dan ikut membantu meningkatkan
kesejahteraan masyarakat ekonomi lemah dengan membantu modal
usaha serta membina dengan Gerakan Sadar Menabung”.

Pelaksanaan operasional P.D. BPR Bank Pasar Kota Tegal
mengacu pada Surat Ijin Menteri Keuangan Nomor S.Ket
286/DJM/III.3/6/1974 mengenai Surat Keterangan Melanjutkan
Usaha Bank Pasar dan mengacu pula pada Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian diubah dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Mengacu pada peraturan-
peraturan tersebut, P.D. BPR Bank Pasar melakukan usaha secara
konvensional. Untuk permodalannya P.D. BPR Bank Pasar Kota Tegal
ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah).

Dalam melaksanakan operasionalnya P.D. BPR Bank Pasar Kota Tegal
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mempunyai kepengurusan seperti yang dijabarkan dalam gambar

struktur organisasi.

. Struktur Organisasi Perusahaan

Dalam melaksanakan operasionalnya P.D. BPR Bank Pasar Kota
Tegal mempunyai kepengurusan sebagaimana diatur dalam Peraturan
Walikota Tegal Nomor 34 Tahun 2008 tentang Direksi dan Dewan
Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar
Kota Tegal sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Tegal
Nomor 11 Tahun 2013.

P.D. BPR Bank Pasar Kota Tegal untuk saat ini memiliki dua
puluh satu orang pegawai, yang terdiri dari satu orang pelaksana tugas
direktur, satu orang SPI, dua orang kepala bidang, dan tujuh belas
orang baik back office maupun marketing.

Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat
Bank Pasar Kota Tegal mempunyai wewenang sebagai berikut:

a. menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran P.D. BPR Bank
Pasar Kota Tegal yang dbuat oleh Direksi kepada Walikota untuk
mendapatkan pengesahan;

b. memberikan pertimbangan atas laporan keuangan tahunan yang
disampaikan Direksi untuk mendapatkan pengesahan Walikota;

c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak kepada
Walikota untuk perbaikan dan pengembangan P.D. BPR Bank Pasar
Kota Tegal;

d. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan
dengan pengawasan dan pengelolaan P.D. BPR Bank Pasar Kota
Tegal,

e. mengusulkan pemberhentian sementara anggota Direksi P.D. BPR

Bank Pasar Kota Tegal,;
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f.

menunjuk seseorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan
tugas tertentu.

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai tugas-

tugas sebagai berikut:

1.

menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan
seluruh kegiatan operasional dan pengawasan seluruh kegiatan

operasional P.D. BPR Bank Pasar Kota Tegal;

. menyelenggarakan rapat tahunan;

. Direksi dalam melaksanakan tugasnya dapat mengadakan

kerjasama dengan pihak lain untuk mengembangkan P.D. BPR Bank
Pasar Kota Tegal.

Direksi dalam mengelola perusahaan daerah mempunyai

wewenang sebagai berikut:

1.

2.

mengurus kekayaan P.D. BPR Bank Pasar Kota Tegal;
mengangkat dan memberhentikan pegawai P.D. BPR Bank Pasar

Kota Tegal berdasarkan peraturan perundang-undangan;

. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja P.D. BPR Bank Pasar

Kota Tegal dengan persetujuan Dewan Pengawas;

. mewakili P.D. BPR Bank Pasar Kota Tegal di dalam dan di

luar pengadilan;

. menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan

hukum tertentu mewakili P.D. BPR Bank Pasar Kota Tegal;

. membuka kantor cabang/kantor kas berdasarkan persetujuan

Walikota pertimbangan Dewan Pengawas dan berdasarkan peraturan

perundang-undangan,;

. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau

melepaskan hak atas aset milik P.D. BPR Bank Pasar Kota Tegal

berdasarkan persetujuan Walikota;
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8. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas, Direksi serta
Pegawai P.D.BPR Bank Pasar Kota Tegal.
e. Laporan Keuangan Perusahaan
Perkembangan kinerja P.D. BPR Bank Pasar Kota Tegal dapat
dilihat dalam laporan keuangan (Neraca dan Laporan Laba Rugi)

selama 5 (lima) tahun terakhir, yaitu dari tahun 2013-2017 sebagai

berikut:
NERACA KOMPARATIF
P.D. BPR BANK PASAR KOTA TEGAL
2013-2017
(dalam ribuan rupiah)
TAHUN
URAIAN
2013 2014 2015 2016 2017
AKTIVA

1 Kas 29.130 40.076 65.519 20.511 16.511
2  Pendapatan Bunga y.a.d. 120.918 54.308 76.428 86.924 108.543
3  Penempatan pd Bank lain 1.247.761 4.143.608 4.088.922 4.697.373 4.998.327
Penyisihan Kerugian (6.238) (20.718) (20.445) (23.486) (24.991)
4 Kredit yang diberikan 7.326.475 5.600.101 5.920.607 6.817.199 7.994.691
5 Penyisahan Penghapusan A.P. (349.209) (927.803) (389.309) (369.960) (392.755)

6  Aktiva Tetap dan Inventaris
a. Tanah dan Gedung 78.495 78.495 78.495 78.495 78.495
b. Akumulasi Peny. Gedung (52.830) (54.997) (57.130) (59.263) (63.197)
c. Inventaris 546.269 546.270 551.300 563.081 585.719
d. Akumulasi Peny. Inventaris (360.120) (426.240) (475.994) (509.746) (544.094)
7  Aset Tidak Berwujud 44.000 60.000 60.000 60.000 60.000
Akumulasi Amortisasi (24.108) (33.339) (41.076) (47.857) (55.357)
8 Rupa-rupa Aktiva/Aset Lain-lain 411.153 447.969 232.182 169.466 72.000
JUMLAH AKTIVA 9.011.696 9.507.730 10.089.498 | 11.482.737 12.761.965
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(dalam ribuan rupiah)

TAHUN
URAIAN
2013 2014 2015 2016 2017
PASIVA
Kewajiban

1  Kewajiban Segera 2.294 13.948 15.067 14.785 21.961
2  Hutang Bunga 28.563 21.699 18.244 24.606 22.280
3 Tabungan 2.532.201 3.253.630 3.317.117 3.505.811 3.905.095
4 Deposito 3.912.000 5.057.000 5.211.500 6.090.500 6.715.000
5 Simpanan dari Bank Lain 625.000 0 0 0 0
6  Kewajiban Lain-lain 18.661 1.382 14.880 26.377 8.065
Jumlah Kewajiban 7.118.719 8.347.659 8.576.808 9.662.080 | 10.672.403

Ekuitas

1  Modal
a. Modal Dasar 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000
b. Modal yang belum disetor (7.250.000) (7.250.000) (7.250.000) (7.250.000) (7.250.000)
2  Saldo Laba
a. Cadangan Umum 0 0 0 0 0
b. Cadangan Tujuan 162.277 162.277 162.277 162.277 162.277
3  Laba/(Rugi)

a. Laba/(Rugi) Thn-thn yg lalu (783.250) (1.008.302) (1.752.205) (1.399.586) (1.091.620)
b. Laba/(Rugi) Tahun berjalan (236.050) (743.904) 352.619 307.966 268.905
Jumlah Ekuitas 1.892.977 1.160.071 1.512.691 1.820.656 2.089.562
JUMLAH PASIVA 9.011.696 9.507.730 10.089.498 11.482.737 12.761.965

Dari Neraca Komparatif P.D. BPR Bank Pasar Kota Tegal

diketahui dana yang dihimpun meningkat secara smooth begitu pula

dengan kredit yang disalurkan. Dengan demikian total aktiva juga

mengalami peningkatan dari tahun 2013 sampai dengan 2017.
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LAPORAN LABA RUGI KOMPARATIF
P.D. BPR BANK PASAR KOTA TEGAL
TAHUN 2013-2017

(dalam ribuan rupiah)

TAHUN
URAIAN
2013 2014 2015 2016 2017
PENDAPATAN 1.911.600 1.526.570 2.335.944 2.252.772 2.275.361
Pendapatan Operasional 1.810.767 1.513.168 2.318.394 2.232.810 2.258.659
1 Bunga 1.562.043 1.276.870 1.778.927 1.736.700 1.735.692
2 Provisi dan komisi 185.175 182.245 148.381 202.304 257.178
3 Lainnya 63.549 54.053 391.086 293.804 265.788
Pendapatan Non Operasional 100.833 13.402 17.550 19.962 16.702
BEBAN 2.128.989 2.269.092 1.960.142 1.922.478 1.983.868
Beban Operasional 2.090.184 2.255.307 1.842.530 1.839.953 1.792.444
1 Beban Bunga 509.989 526.664 545.292 628.836 642.805
2  Beban Adm dan Umum 1.223.469 1.092.643 1.109.392 1.036.060 991.247
3  Beban Personalia/pemasaran 19.114 31.203 17.811 19.892 24.324
4  Penyisihan Aktiva Produktif 328.239 593.074 93.902 97.916 117.027
5 Beban Operasional Lainnya 9.373 11.723 16.508 14.579 17.039
Beban Non Operasional 38.805 13.785 117.612 82.524 191.424
Laba/(Rugi) sebelum PPh (217.389) (742.522) 375.802 330.294 291.491
Taksiran PPh 18.661 1.382 23.184 22.328 22.586
LABA/(RUGI) TAHUN BERJALAN (236.050) (743.904) 352.618 307.966 268.905

Dari Laporan Laba Rugi Komparatif P.D. BPR Bank Pasar Kota

Tegal diketahui pada tahun 2013 dan tahun 2014 masih mengalami

kerugian, dan baru pada tahun 2015 mulai mencatatkan kinerja

positif. Perolehan laba bersih tahun 2017 tidak sebesar tahun

sebelumnya hal ini karena meningkatnya beban non operasional.

Adapun rasio-rasio keuangan disajikan sebagai mana pada tabel

berikut ini:

RASIO KEUANGAN
P.D. BPR BANK PASAR KOTA TEGAL
TAHUN 2013-2017
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(dalam persentase)

TAHUN

NO URAIAN
2013 2014 2015 2016 2017
1 CAR 28,92 32,38 21,60 24,88 25,81
2 KAP 26,94 24,08 11,62 7,06 6,19
3 ROA 0,60 -8,19 5,15 3,09 2,42
4 BOPO 115,43 149,05 79,47 82,41 79,36
5 CASH RATIO 19,30 35,48 27,21 37,33 26,64
6 LDR 83,13 60,17 61,07 61,86 64,98
7 NPL 39,22 45,10 21,38 12,83 10,76

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa meskipun P.D. BPR Bank

Pasar Kota Tegal mencatatkan kinerja yang positif sejak tahun 2015,

namun Rasio Return on Assets (ROA) atau efisiensi dalam mengelola

aset untuk menghasilkan laba mengalami penurunan sejak tahun

2015. Sedangkan Rasio NPL pada empat tahun terakhir menurun

secara berturut-turut

EVALUASI DAN ANALISIS

BAB III

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Ketentuan BUMD dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah.
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Peraturan terkini yang terkait langsung dengan pengaturan BUMD
adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
dan Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha
Milik Daerah. Untuk pengelolaan BUMD dalam bentuk perseroan terbatas,
juga tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas. Selain itu, sebagaimana dinyatakan pada
Pasal 405 Undang-Undang No. 23 Tahun 2013, Berdasarkan ketentuan
pasal 140 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan
Usaha Milik Daerah bahwa Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan
dengan BUMD dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti
dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar
modalnya dimiliki oleh daerah. Sesuai UU No. 23 Tahun 2014, pemerintah
daerah tidak harus memiliki BUMD, namun BUMD dapat menjadi
pertimbangan bagi daerah untuk menjadi sarana dalam rangka
memberikan pelayanan bagi masyarakat. BUMD dapat didirikan oleh
pemerintah daerah dan pendiriannya ditetapkan dengan Perda.

Berdasarkan ketentuan pasal, Pasal 331 angka 3 Undang-Undang
No. 23 Tahun 2014, BUMD itu sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu
perusahaan umum daerah (Perumda) dan perusahaan perseroan daerah
(Perseroda). Pendirian BUMD berdasarkan ketentuan pasal 331 angka 4
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 ditujukan untuk :

a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah
pada umumnya,;

b. menyelenggarakan kemanfaatan umum  berupa penyediaan
barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup

masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah
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yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
dan
c. memperoleh laba dan/atau keuntungan

Berdasarkan ketentuan Pasal 331 angka 5 Undang-Undang No. 23
Tahun 2014 Pendirian BUMD didasarkan pada kebutuhan Daerah dan
kelayakan bidang wusaha BUMD yang akan dibentuk. berdasarkan
ketentuan Pasal 332 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Sumber modal
BUMD terdiri dari penyertaan modal daerah, pinjaman, hibah, dan sumber
modal lainnya yang terdiri dari kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi
aset, dan agio saham. Berdasarkan ketentuan Pasal 333 Undang-Undang
No. 23 Tahun 2014 Penyertaan modal tersebut harus ditetapkan dengan
Perda. Penyertaan modal dimaksud dapat dilakukan dalam rangka
pembentukan BUMD maupun penambahan modal BUMD, baik berupa
uang ataupun barang milik daerah. Terkait dengan barang milik daerah
yang disertakan, harus dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik daerah
tersebut akan dijadikan penyertaan modal.

Pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 juga dijelaskan bahwa
bahwa bentuk hukum BUMD terdiri dari Perumda dan Perseroda. Ciri-ciri
Perumda sebagaimana diatur pada Pasal 334 sampai dengan Pasal 338
adalah sebagai berikut:

a) Permodalan
Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu
daerah dan tidak terbagi atas saham. Dalam hal Perumda akan
dimiliki oleh lebih dari satu daerah, Perumda tersebut harus merubah
bentuk hukum menjadi Perseroda. Perumda juga dapat membentuk anak
perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.
b) Organ

Perumda terdiri atas:

48



(1) Kepala daerah selaku wakil daerah sebagai pemilik modal;

(2) Direksi; dan

(3) Dewan pengawas.

Laba

Laba Perumda ditetapkan oleh kepala daerah selaku wakil daerah. Laba
yang menjadi hak daerah disetor ke kas daerah setelah disahkan oleh
kepala daerah sebagai pemilik modal. Laba tersebut dapat ditahan atas
persetujuan kepala daerah, dengan tujuan -reinvestment berupa
penambahan, peningkatan, dan perluasan prasarana dan sarana
pelayanan fisik dan nonfisik serta untuk peningkatan kuantitas, kualitas,
dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha

perintisan.

d) Restrukturisasi

e)

Perumda dapat melakukan restruksturisasi untuk menyehatkan
perusahaan umum Daerah agar dapat beroperasi secara efisien,
akuntabel, transparan, dan profesional
Pembubaran Perumda
Pembubaran Perumda ditetapkan dengan Perda. Kekayaan
perumda yang dibubarkan menjadi hak daerah dan dikembalikan
kepada daerah Sedangkan, Perseroda diatur di dalam Pasal 339 sampai
dengan Pasal 342, yang mana ciri-cirinya sebagai berikut:
a) Permodalan
Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas
yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling
sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh satu daerah. Setelah
pendiriannya ditetapkan dengan Perda, selanjutnya pembentukan
badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.
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Modal Perseroda terdiri dari saham-saham, dalam hal
pemegang saham perusahaan perseroan daerah terdiri atas beberapa
daerah dan bukan daerah, salah satu daerah merupakan pemegang
saham mayoritas. Perseroda dapat membentuk anak perusahaan
dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain. Pembentukan anak
perusahaan tersebut didasarkan atas analisa kelayakan investasi
oleh analis investasi yang profesional dan independen.

b) Organ
Perseroda terdiri atas:
(1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
(2) Direksi; dan
(3) Komisaris.
c) Pembubaran
Perseroda dapat dibubarkan dan kekayaan Perseroda yang
dibubarkan menjadi hak daerah dan dikembalikan kepada daerah.
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 pasal 343 juga memaparkan
unsur-unsur yang harus diatur pada ketentuan lebih lanjut terkait
pengelolaan BUMD setidaknya harus memuat :
a) tata cara penyertaan modal;
b) organ dan kepegawaian
c) tata cara evaluasi;
d) tata kelola perusahaan yang baik;
e) perencanaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan;
f) kerjasama;
g) penggunaan laba;
h) penugasan Pemerintah Daerah;
i) pinjaman;

j) satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya;
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k) penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi;
1) perubahan bentuk hukum;
m) kepailitan; dan

n) penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.

Dampak diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 terhadap pengaturan
BUMD
Dampak diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 antara
lain dicabutnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1962, namun tidak mencabut
keberlakuan aturan pelaksana di bawahnya selama tidak bertentangan
dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Sebagaimana disebutkan pada
Pasal 343 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, maka seharusnya pemerintah
telah membuat ketentuan lebih lanjut terkait unsur- unsur pengelolaan
BUMD, di antaranya terkait :
1) tata cara penyertaan modal,
2) organ dan kepegawaian
3) tata cara evaluasi;
4) tata kelola perusahaan yang baik;
S) perencanaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan;
6) kerjasama;
7) penggunaan laba;
8) penugasan Pemerintah Daerah;
9) pinjaman;
10) satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya;
11) penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi;
12) perubahan bentuk hukum;
13) kepailitan; dan
14) penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan

Namun, hingga saat ini ketentuan dimaksud belum dibuat.
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Selain itu, walaupun Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 memberi
ruang untuk memberlakukan peraturan pelaksana ataupun aturan
turunan dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 yang sudah ada,
peraturan tersebut belum dapat mengakomodasi kebutuhan pengaturan
BUMD secara utuh. Akibatnya, tuntutan Undang-Undang No. 23 Tahun
2014 terhadap pengaturan BUMD semakin memperjelas kekosongan
peraturan terhadap pengelolaan BUMD, sedangkan selambat-lambatnya 3
tahun sejak diundangkan, seluruh BUMD harus menyesuaikan
dengan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 diketahui bahwa
BUMD terbagi atas Perumda dan Perseroda. Namun, jika melihat beberapa
aturan pelaksana dan/atau turunan dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1962
yang masih berlaku, diketahui beberapa aturan di antaranya masih
menggunakan bentuk Perusahaan Daerah sebagai salah satu bentuk BUMD.
Peraturan dimaksud adalah Permendagri No. 3 Tahun 1998 tentang Bentuk
Hukum BUMD dan Permendagri No. 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah. Bahkan, pada
Permendagri No. 3 Tahun 1998 diatur bahwa pengaturan Perusahaan Daerah
tunduk pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1962, yang mana sejak
diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 telah dicabut
keberlakuannya.

Berbeda dengan BUMD dalam bentuk Perseroan Terbatas atau
Perseroda yang pengaturannya juga mengacu pada Undang-Undang No. 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga lebih terarah
pengelolaannya. Tidak terdapat peraturan khusus yang mengatur Perumda.
Sedangkan Perumda yang masih mengacu pada pengaturan terhadap
Perusahaan Daerah pada Undang-Undang No. 5 tahun 1962 menjadi tidak

sesuai dengan pengertian Perumda berdasarkan Undang-Undang No. 23
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Tahun 2014, di antaranya terkait kepemilikan. Pada Undang-Undang No. 5
Tahun 1962, Perusahaan daerah dapat dimiliki oleh satu atau lebih
pemerintah daerah, sedangkan menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014,
perusahaan umum daerah yang dimiliki oleh lebih dari satu pemerintah
daerah harus merubah bentuknya menjadi Perseroda.

. Ketentuan BUMD dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017
tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
telah mengamanatkan penyusunan Peraturan Pemerintah tentang BUMD.
Selain dari pada itu, dengan telah dicabutnya Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah setelah terbitnya Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyusunan Peraturan
Pemerintah ini perlu disusun untuk mengisi kekosongan hukum terkait
pengaturan mengenai BUMD.

Beberapa hal yang mendorong perlu adanya dasar hukum
pengelolaan BUMD antara lain, BUMD dianggap masih belum memiliki etos
kerja, terlalu birokratis, inefisien, kurang memiliki orientasi pasar, tidak
memiliki reputasi yang baik, profesionalisme yang rendah, dan masih banyak
Pemerintah.

Daerah yang melakukan intervensi yang berlebihan terhadap BUMD,
serta ketidakjelasan antara menghasilkan profit dan di sisi lain dituntut
untuk memiliki fungsi sosial terhadap masyarakat dapat menyebabkan BUMD
tidak fokus terhadap misi utamanya. Dalam rangka mendorong
pembangunan daerah, peran BUMD dirasakan semakin penting sebagai
perintis dalam sektor usaha yang belum diminati usaha swasta, sebagai
pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan pasar, dan turut

membantu pengembangan usaha kecil dan menengah. BUMD tertentu juga
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dapat berfungsi sebagai salah satu penyumbang bagi penerimaan Daerah,
baik dalam bentuk pajak, dividen, maupun hasil Privatisasi.

BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar
modalnya dimiliki oleh Daerah. BUMD didirikan dengan tujuan untuk
memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada
umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang
dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai
kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

Peraturan Pemerintah ini mengatur antara lain kewenangan kepala
Daerah pada BUMD, pendirian, modal, organ dan kepegawaian, satuan
pengawas intern, komite audit dan komite lainnya, perencanaan, operasional
dan pelaporan, Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, pengadaan barang dan
jasa, kerjasama, pinjaman, penggunaan laba, anak perusahaan, penugasan
pemerintah kepada BUMD, evaluasi, Restrukturisasi, perubahan bentuk
hukum, dan Privatisasi, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan
pembubaran BUMD, kepailitan, pembinaan dan pengawasan, serta ketentuan
lain-lain seperti pengaturan mengenai asosiasi BUMD.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD adalah
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (6), Pasal 335 ayat (2), Pasal
336 ayat (5), Pasal 337 ayat (2), Pasal 338 ayat (4), Pasal 340 ayat (2), Pasal
342 ayat (3) dan Pasal 343 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
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Republik Indonesia Nomor 5679), sehingga perlu menetapkan Peraturan
Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah
badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh
Daerah.

Kepala Daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan
keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan
Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Pelaksanaan kekuasaan Kepala Daerah dalam kebijakan BUMD
berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 2 meliputi:

a. penyertaan modal;
b. subsidi;
c. penugasan;
d. penggunaan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada BUMD
Kepala Daerah mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan
Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada:
a. perusahaan umum Daerah, berkedudukan sebagai pemilik modal; dan
b. perusahaan perseroan Daerah, berkedudukan sebagai pemegang
saham.
Kepala Daerah selaku pemilik modal pada perusahaan umum
Daerah atau pemegang saham pada perusahaan perseroan Daerah
mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
Kewenangan mengambil keputusan dapat dilimpahkan kepada
pejabat perangkat daerah antara lain:
a. perubahan anggaran dasar;
b. pengalihan aset tetap;

c. kerja sama;
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d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan
dan/atau penyertaan modal,

e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal
kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;

f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan
Direksi;

g. penghasilan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi;

h. penetapan besaran penggunaan laba;

i. pengesahan laporan tahunan;

j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan
pembubaran BUMD; dan

k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah
kekayaan bersih BUMD dalam 1 (satu) transaksi atau lebih;

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54
tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah dapat
mendirikan BUMD, Pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda dan BUMD
terdiri atas:

a. perusahaan umum Daerah; dan
b. perusahaan perseroan Daerah.

Kedudukan perusahaan umum Daerah sebagai badan hukum
diperoleh pada saat Perda yang mengatur mengenai pendirian perusahaan
umum Daerah mulai berlaku.

Kedudukan perusahaan perseroan Daerah sebagai badan hukum
diperoleh sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur
mengenai perseroan terbatas.

Karakteristik BUMD meliputi:
a. badan usaha didirikan oleh Pemerintah Daerah;

b. badan usaha dimiliki oleh:
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1) 1 (satu) Pemerintah Daerah;
2) lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah;
3) 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah; atau
4) lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah.
c. seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan Kekayaan Daerah
Yang Dipisahkan;
d. bukan merupakan organisasi perangkat Daerah; dan
e. dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha

Pendirian BUMD bertujuan untuk:

a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;

b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang
dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat
sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan
berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, dan

c. memperoleh laba dan/atau keuntungan

Pendirian perusahaan umum Daerah diprioritaskan dalam rangka
menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau
jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi,
karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola

perusahaan yang baik.

Ketentuan pasal Pasal 9 Pendirian BUMD didasarkan pada:
a. kebutuhan Daerah; dan
b. kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.
Kebutuhan Daerah dikaji melalui studi yang mencakup aspek:

pelayanan umum; dan kebutuhan masyarakat.
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Sedangkan Kelayakan bidang usaha BUMD sebagaimana dikaji
melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran,
analisis kelayakan keuangan, dan analisis aspek lainnya.

Analisis aspek lainnya berisi aspek: peraturan perundang-
undangan, ketersediaan teknologi; dan ketersediaan sumber daya manusia.

Kebutuhan Daerah berdasarkan hasil kajian kebutuhan) dan hasil
kajian kelayakan bidang usaha BUMD merupakan bagian dari kebijakan
RPJMD. Pendanaan untuk kajian kebutuhan Daerah dan kajian kelayakan
bidang usaha BUMD bersumber dari APBD.

Dalam pembentukan sebuah Peraturan Daerah tentang Pendirian
perusahaan umum Daerah paling sedikit memuat:

a. nama dan tempat kedudukan;
b. maksud dan tujuan;
c. kegiatan usaha;
d. jangka waktu berdiri;
e. besarnya modal dasar dan modal disetor;
f. tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi; dan
g. penggunaan laba.
Sedangkan Peraturan Daerah pendirian perusahaan perseroan Daerah
memuat:
a. nama dan tempat kedudukan;
b. maksud dan tujuan;
c. kegiatan usaha;
d. jangka waktu berdiri; dan
e. besarnya modal dasar.
Perusahaan umum Daerah harus menggunakan nama yang:
a. belum dipakai secara sah oleh perseroan terbatas, perusahaan

umum, dan perusahaan umum Daerah lain atau sama pada

58



pokoknya dengan nama perseroan terbatas, perusahaan umum, dan
perusahaan umum Daerah lain;

tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau kesusilaan;
berbeda dengan nama lembaga negara, lembaga Pemerintah Pusat,
dan lembaga Pemerintah Daerah;

berbeda dengan nama lembaga internasional, kecuali mendapat izin
dari yang bersangkutan;

sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau
menunjukkan maksud dan tujuan perusahaan umum Daerah saja
tanpa nama diri;

terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf
yang membentuk kata;

tidak mempunyai arti sebagai BUMD, badan hukum, atau
persekutuan perdata; atau

tidak mengandung bahasa asing.

Nama perusahaan umum Daerah didahului dengan perkataan

perusahaan umum Daerah atau dapat disingkat Perumda yang dicantumkan

sebelum nama perusahaan.

Sedangkan Perusahaan perseroan Daerah harus menggunakan

nama yang:

f.

belum dipakai secara sah oleh perseroan terbatas, perusahaan
umum, dan perusahaan umum Daerah lain atau sama pada
pokoknya dengan nama perseroan terbatas, perusahaan umum, dan
perusahaan umum Daerah lain;

tidak bertentangan dengan kepentingan dan! atau kesusilaan;

berbeda dengan nama lembaga negara, lembaga Pemerintah Pusat,

dan lembaga Pemerintah Daerah;
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i. berbeda dengan nama lembaga internasional, kecuali mendapat izin
dari yang bersangkutan;

j- sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau
menunjukkan maksud dan tujuan perusahaan perseroan Daerah saja
tanpa nama din

k. terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf
yang membentuk kata;

l. tidak mempunyai arti sebagai BUMD, badan hukum, atau
persekutuan perdata;

m. tidak mengandung bahasa asing; atau

n. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai perseroan terbatas.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 mendefinisikan BUMD dan
membaginya ke dalam bentuk Perumda dan Perseroda. Dengan
diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 mengakibatkan
Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 dicabut, namun peraturan pelaksananya
sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014
masih tetap berlaku. Selambat-lambatnya 3 tahun sejak diundangkan,
seluruh BUMD harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang
No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah
Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Pengaturan Badan Usaha Milik Daerah di Bidang Perbankan Ditinjau
dari Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Perbankan mengatur tentang usaha bank
sementara Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah mengatur tentang BUMD. Pengat uran BUMD di bidang
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perbankan dikaji dari sisi Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang diuraikan sebagai

berikut :

a. Pembaharuan definisi BUMD yang secara eksplisit ditegaskan dalam
Pasal 1 angka 40 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah yang berbunyi “Badan Usaha Milik Daerah
yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh
atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah”. Sebelumnya
definisi tersebut tidak ditemukan dalam Undang- Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak ditemukan.

b. BUMD di bidang perbankan sebagai usaha yang bergerak di bidang
perbankan berada pada pengawasan Otoritas Jasa Keuangan yang
mulanya adalah kewenangan Bank Indonesia. OJK memiliki
wewenang terhadap pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan
bank, pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank,
pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank,
pemeriksaan bank dan perizinan pendirian bank. (Sejak
diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas
Jasa Keuangan).

c. Pendirian BUMD adalah dengan Peraturan Daerah kemudian
j i ka berbentuk Perseroan mengikuti ketentuan Undang-Undang
Perseroan Terbatas (Pasal 331 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang tentang
Pemerintahan Daerah).

d. Sebagai BUMD di bidang perbankan dapat memlih jenis usahanya berupa
Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dan menyetor modal minimal
yaitu : Bank Umum :Rp.3.000.000.000.000, BPR di DKI Jakarta raya:

Rp.5.000.000.000 di Ibukota Propinsi di Pulau Jawa & bali dan di
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wilayah Kabupaten atau Kota Botabek: Rp.2.000.000.000, di Ibukota

Provinsi di luar Pulau Jawa & bali: Rp.1.000.000.000, dan wilayah lain

di luar wilayah di atas: Rp.500.000.000 (Peraturan Bank Indonesia

Nomor 2 27/PB/2000 jo Peraturan Bank Indonesia Nomor.

6/22/PBI/2004).

Sebagai BUMD haruslah berpijak pada tujuan BUMD dalam Undang-

Undang Pemerintahan Daerah yaitu (Pasal 331 ayat (4) Undang-Undang

Pemerintahan Daerah):

1) memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian
Daerah pada umumnya;

2) menyelenggarakan kemanfaatan umum  berupa penyediaan
barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup
masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang
bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan

3) memperolehlabadan/ataukeuntungan.

. Sebagai Badan Usaha yang bergerak di bidang Perbankan

menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan

(financial intermediary institution) yakni sebagai lembaga yang

melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam

bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk
kredit atau pembiayaan. Dengan prinsip-prinsip operasional bank,
yakni kepercayaan (fiduciary principle), prinsip kehati- hatian

(prudential principle), prinsip kerahasiaan (confidential principle)

dan prinsip mengenal nasabah (know your costumer principle) dan

tunduk pada Pengaturan mengenai perbankan Indonesia (Jamal

Wiwoho,2011:27).

. Sebagai BUMD di bidang perbankan dapat memperoleh modal dari

penyertaan modal Daerah, pinjaman, hibah, kapitalisasi cadangan,
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keuntungan revaluasi aset; dan agio saham (Pasal 332 Undang-Undang
Pemerintahann Daerah).

. Pengelolaannya harus berdasarkan pengelolaan sebagai BUMD
dan sebagai usaha Perbankan yang harus memperhatikan peraturan
Perundang- undangan mengenai perbankan dan BUMD. Menurut Pasal
343 ayat (1) Undang-Undnag Daerah pengelolaan BUMD paling sedikit
harus memenuhi unsur :

1) tata cara penyertaan modal;

2) organ dan kepegawaian,;

3) tata cara evaluasi;

4) tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance);

5) perencanaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan;

6) kerjasama;

7) penggunaan laba;

8) Penugasan Pemerintah Daerah;

9) Pinjaman;

10) satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya;

11) penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi;

12) perubahan bentuk hukum;

13) kepailitan; dan

14) penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.

i. Bentuk hukum Perusahaan Daerah untuk BUMD sudah tidak

dimungkinkan dan perlu berubah. Sedangkan bentuk Perusahaan Umum
Daerah tidak mungkin di aplikasikan untuk BUMD di bidang perbankan
karena secara yuridis belum adanya sinkronisasi antara Undang-
Undang Perbankan dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah sedangkan
secara konseptual sifat Perusahaan Umum yang bergerak kepentingan

umum dan jasa vital sedangkan usaha perbankan bukan yang
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merupakan kepentingan umum atau jasa vital. Bentuk hukum
Perseroan Terbatas dan Perseroan Daerah dapat disamakan,
Perseroan Terbatas adalah bentuk umum sesuai Undang-Undang Nomor
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sedangkan P er usahaan
Perseroan Daerah dalam pengertiannya juga merupakan Perseroan
Terbatas yang tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas yang

modalnya seluruh atau minimal 51 % dimiliki daerah.

C.Implikasi Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah terhadap Bentuk Hukum Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) Khususnya di Bidang Perbankan.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun
1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah adalah yang
mengatur bentuk Hukum BUMD. Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik
Daerah menyebutkan bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah dapat
berupa Perusahaan Daerah (PD) atau Perseroan Terbatas (PT). Jika
disinkronkan dengan Undang-Undang tentang Perbankan maka akan
terdapat dua (2) opsi bentuk hukum BUMD di bidang perbankan yaitu
Perusahan Daerah dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dan bentuk Perseroan Terbatas
dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas. Kemudian setelah lahir Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka berlaku asas lex superior
derogat legi inferior yang artinya bahwa hukum yang lebih tinggi
menyampingkan hukum yang lebih rendah. Dengan demikian pengaturan
BUMD pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang

Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah dikesampingkan oleh Undang-
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Undang Pemerintah Daerah yang sama-sama memberikan pengaturan
tentang BUMD tetapi secara hirarki lebih tinggi.

Dilihat dari maksud pembuat undang- undang ini, pilihan untuk
menetapkan bentuk BUMD ke dalam dua bentuk yang berbeda dari
sebelumnya adalah ; Pertama, adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1962 tentang Perusahaan Daerah sejatinya telah dianulir keberadaannya
berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan
Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang. Disebutkan pada Pasal 2 Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai
Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang
bahwa ; “Pernyataan tidak berlaku undang-undang yang tercantum dalam
Lampiran III Undang-Undang ini ditetapkan pada saat undang-undang
pengantinya mulai berlaku” (Yudho Taruno Muryanto, 2014:129).

Terkait dengan pemahaman dan konsep antara BUMD dan
Perusahan daerah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang
Perusahaan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun
1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah
di Lingkungan Pemerintahan Daerah tidak menyebut istilah BUMD
namun menyebut dengan istilah ”Perusahaan daerah”. Sedangkan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 3 tahun 1998 tentang bentuk Hukum BUMD menyebutkan
istilah "BUMD”. Perbedaan secara subtansi dan konsep yang mendasar
dalam payung hukum BUMD dapat menimbulkan multi interprestasi. Dengan
kondisi demikian muncul pertanyaan apakah BUMD identik dengan
perusahaan daerah ataukah perusahaan daerah manjadi bagian dari BUMD

(Yudho Taruno Muryanto dan Djuwityastuti, 2014:11).
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Kedua, bentuk hukum perusahaan daerah selama ini
menunjukan kinerja dan keuangan yang masih rendah. Banyak faktor yang
diidentifikasi mempengaruhi kinerja Perusahaan Daerah, salahsatunya
adalah bentuk badan hukumnya (Sherly Simanjuntak, 2014:2).

Bentuk hukum Perusahaan Daerah ini, hanya menjelaskan syarat
pendirian sebuah perusahaan daerah dengan perda. Dalam pembentukan
sebuah peraturan daerah tidak bisa lepas dari unsur Pemerintah Daerah dan
DPRD selaku pemangku kebijakan dalam pemerintahan daerah. Dengan
kondisi ini maka akan rentan terhadap unsur politik dan kepentingan para
pihak yang terlibat dalam pembentukan sebuah perda perusahaan daerah.
Jika dikaitkan dengan pembentukan sebuah BUMD maka akan
menimbulkan korelasi antara bentuk hukum, tujuan, permodalan, politik
serta kinerja BUMD. Seharusnya BUMD yang bergerak untuk memupuk
keuntungan tidak dibuat dalam bentuk Perusahaan Daerah karena adanya
intervensi berlebih dari Pemerintah Daerah yang mengakibatkan kinerja
organ BUMD dalam menentukan kebijakan perusahaan menjadi tidak
maksimal ketika adanya campur tangan politik. Dalam bidang pengawasan
akan berpotensi benturan kepentingan terkait dengan pengawasan kinerja
sebuah perusahaan daerah (BUMD). Hal ini mengingat bahwa
pengawasan yang ada di dalam perusahaan daerah menjadi
kewenangan kepala daerah dengan segenap jajaranya, namun disisi lain
juga dalam penentuan direksi atau pengelola perusahaan daerah
(BUMD) tetap melibatkan unsur DPRD sebagai bahan pertimbangan
pihak pemerintah daerah dalam memutuskan kebijakan terkait dengan
BUMD (Yudho Taruno Muryanto dan Djuwityastuti, 2014:12).

Ketiga, konstruksi baru dari karakteristik bentuk hukum BUMD
yang lebih jelas dengan Perusahaan Umum Daerah yang menekankan

pada public service dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan
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usaha sebagai implementasi kewajiban pemerintah guna menyediakan
barang dan jasa tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
sedangkan Perseroan Daerah menekankan pada profit oriented untuk
mencari keuntungan sebagai penyumbang pendapatan asli daerah agar
mandiri dalam penyelengaraan otonomi daerah.

Dalam makalah seminar yang dilakukan Kementrian dalam Negeri
Riris Prasetyo (2015;14) mengungkapkan bahwa banyak BUMD yang tidak
memenuhi skala ekonomi, hal ini bisa dilihat dari kecilnya permodalan.
Sehingga tidak mampu membentuk organ BUMD dengan lengkap dan
kuat. Misalnya, banyak BUMD tidak memiliki System Pengendali Internal
(SPI) atau Komite Audit. Dengan adanya konstruksi baru yang lebih jelas
tujuan didirikannya BUMD akan disinkronkan dengan bentuk hukumnya agar
memberikan kinerja yang maksimal. Dengan adanya konstruksi baru
dengan Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah
maka konstruksi pembentukan akan lebih jelas. Antara bentuk hukum,
tujuan, permodalan dan tata kelola yang keseluruhannya akan berdampak
pada kinerja dan optimalnya BUMD. BUMD dengan bentuk Perusahaan
Umum akan menitikberatkan pada misi sosial, kemanfaatan umum,
pelayanan jasa bidang usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak
atau bidang usaha yang belum banyak diminati oleh sektor swasta, hal
tersebut karena dengan bentuk Perusahaan Umum Daerah tidak terbagi
sahamnya dan hanya dimiliki oleh satu daerah maka pengawasan dan
pembinaan secara langsung oleh pemangku kebijakan yang dilakukan oleh
kepala daerah selaku pemegang otoritas tertinggi di pemerintah daerah.
Kewenangan pemerintah daerah selaku pemegang otoritas dapat melakukan
“intervensi kebijakan” dalam kontek yang positif terkait kinerja dari BUMD
untuk mencapai tujuan yang optimal. Perusahaan Perseroan Daerah akan

menjadi pilihan yang tepat bagi BUMD apabila tujuannya untuk profit
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oriented karena bentuk hukum ini adalah terbuka dalam hal permodalan
sehingga usaha yang membutuhkan permodalan besar akan lebih optimal.
Dengan adanya pengaturan dari bentuk hukum BUMD dalam
Undang-Undang Pemerintahan Daerah terkait adanya BUMD di bidang
perbankan maka akan timbul implikasi atau konsekuensi yuridis terhadap
bentuk hukum BUMD di bidang perbankan. BUMD di bidang Perbankan saat
ini banyak yang berbentuk hukum Perusahaan Daerah, seperti PD. Bank
Klaten, PD. Bank Solo, PD. BPR Bank Boyolali dan lain-lain masih banyak lagi.
Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah terhadap bentuk hukum BUMD di bidang perbankan antara lain :
a. Terhadap BUMD di bidang perbankan yang sudah dibentuk
Berdasarkan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Daerah
mengatakan tersebut logika hukumnya bentuk hukum BUMD di bidang
perbankan dengan  bentuk sesuai sinkronisasi Undang-Undang
Perbankan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998
tentang Bentuk Hukum BUMD yaitu bentuk Perusahaan Daerah dan
Perseroan Terbatas masih diakui juga setidaknya dalam jangka waktu 3
tahun terhitung sejak Undang-Undang Pemerintahan Daerah ini
diundangkan sampai mereka menyesuaikan diri kebentuk hukum yang
telah sinkron berdasarkan Undang- Undang Perbankan dan Undang-
Undang Pemerintahan Daerah.
b. Penyamaan Perseroan Terbatas dengan Perusahaan Perseroan
Daerah
Bentuk hukum Perusahaan Perseroan Daerah dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan
Perseroan Terbatas dalam Undang- Undang Perbankan dapat
disinkronkan. Perusahaan Perseroan Daerah menurut Pasal 339 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
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adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya
terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima
puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah. Sedangkan
Perseroan Terbatas dalam Undang-Undang Perbankan adalah Perseroan
yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas. Perusahaan Perseroan Daerah pada
hakikatnya bentuk hukumnya adalah perseroan terbatas tetapi
ditegaskan bahwa perusahaan tersebut adalah Perseroan Terbatas
yang modalnya seluruh atau minimal 51% dimilikiDaerah. Logika
hukumnya Perusahaan Perseroan Daerah tunduk pada Undang- Undang
tentang Perseroan Terbatas, sehingga dapat dilogikakan ketentuan
bentuk hukum Perseroan Terbatas pada Undang-Undang Perbankan
dan Perusahaan Perseroan Daerah pada. Undang-Undang
Pemerintahan Daerah adalah sama, secara umum adalah Perseroan
Terbatas yang tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas dan
secara khusus Perusahaan Perseroan Daerah adalah menyatakan
bahwa Perseroan Terbatas tersebut adalah BUMD.

c. Konsep Perusahaan Umum Daerah untuk Usaha Perbankan
Perusahaan Umum menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk
kemanfaatan umum berupa penyedia baranag dan jasa yang berkualitas
dengan harga yang terjangkau berdasarkan prinsip pengelolaan
perusahaan yang sehat (Mulhadi, 2010: 177). Jika ditelaah dari tujuan
perusahaan umum adalah berrgerak dalam bidang-bidang jasa vital atau
public utilites (Christine S.T Kansil, 2005:57-58). Menurut Kamus
Besar Bahasa Indonesia vital dapat diartikan sangat penting (kehidupan
orang) atau menyangkut hajat orang banyak (http:// kbbi.web.id/vital,
diakses 8 Juli 2015). Vital artinya sangat penting dan fungsinya tidak bisa

digantikan oleh organ lain. Logikanya vital jika dianalogikan dalam
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konsep hukum perusahaan adalah jenis usaha tersebut bersifat
sangat strategis yang tidak boleh diserahkan ke swasta karena
menyangkut hajat orang banyak dan bersifat monopolistic. Pada Pasal
331 ayat (5) Undang-Undang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa
pendirian BUMD didasarkan pada:

1) kebutuhan Daerah; dan

2) kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.
Berdasarkan penjelasan Pasal 331 ayat (5) Undang-Undang
Pemerintahan Daerah maksud dari huruf (a) adalah kebutuhan Daerah
dikaji melalui studi yang mencakup aspek pelayanan umum dan
kebutuhan masyarakat di antaranya air minum, pasar, transportasi.
Huruf (b) dimaksudkan bahwa kelayakan bidang usaha BUMD dikaji
melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan
pemasaran dan analisis kelayakan keuangan serta analisis aspek
lainnya. Penjelasan huruf a tersebut dapat sebagai rujukan pemilihan
bentuk Perusahaan Umum Daerah yaitu bahwa aspek pelayanan umum
dan kebutuhan masyarakat di antaranya air minum, pasar,
transportasi. Mengadopsi dari Konsep Perusahaan Umum dalam
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik
Negara khususnya dalam Penjelasan Pasal 35 ayat (1) bahwa pendirian

Perusahaan Umum harus memenuhi kriteria antara lain sebagai berikut

1) Bidang wusaha atau kegiatannya berkaitan dengan
kepentingan orang banyak;

2) didirikan tidak semata-mata untuk mengejar keuntungan (cost
effectiveness/cost recovery);

3) berdasarkan pengkajian memenuhi persyaratan ekonomis yang

diperlukan bagi berdirinya suatu badan usaha (mandiri).
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Penjelasan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003
tentang Badan Usaha Milik Negara dapat juga menjadi acuan konsep
Perusahaan Umum yang pada penjelasan Pasal tersebut mengatakan
bahwa Perusahaan Umum dibedakan dengan Perusahaan Perseroan
karena sifat usahanya. Perusahaan Umum dalam usahanya lebih
berat pada pelayanan demi kemanfaatan umum, baik pelayanan
maupun penyediaan barang dan jasa. Namun demikian, sebagai badan
usaha diupayakan untuk tetap mandiri dan untuk itu Perusahaan Umum
perlu mendapat laba agar dapat hidup berkelanjutan. Ditelusuri ke
atas sampai ke Undang- Undang Dasar 1945 terkait dengan konsep
Perusahaan Umum maka Pasal 33 ayat (2) dapat menjadi dasar yaitu
mengatakan “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan
yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai Negara”. Pasal
tersebut sesuai dengan tujuan Perusahaan Umum Daerah yang
seluruh modalnya dikuasai Daerah sehingga Daerah melalui kepala
daerah sebagai wakil daerah pemilik BUMD memiliki keputusan
absolut terhadap pengelolaan ataupun kebijakan Perusahaan Umum
Daerah, hal tersebut tidak seperti bentuk Perseroan yang terbagi saham
yang dapat dimungkinkan adanya intervensi dari pemegangsaham
lain dalam menjalankan BUMD. Pengertian vital menurut saya tidak
termasuk untuk perbankan karena tidak dapat dikategorikan yang
menyangkut hajat orang banyak dan swastapun dapat mendirikan
usaha perbankan Berdasarkan analisa tersebut maka tidak perlu
menambahkan bentuk hukum Perusahaan Umum ketika nantinya

Undang-Undang Perbankan direvisi.
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d. Terhadap Bentuk Hukum Perusahaan Daerah dan Perseroan Terbatas
BUMD di Bidang Perbankan setelah masa transisi yang diatur dalam
Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.
Terhadap bentuk hukum BUMD di bidang perbankan yang harus
menyesuaikan terhadap bentuk hukum pengaturan BUMD secara umum
yang ada dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah adalah bentuk
Perusahaan Daerah. Perusahaan yang sudah ada seperti PD. Bank
Klaten, PD.BPR Badan Kredit Kecamatan Propinsi Jawa Tengah, PD. BPR
Bank Klaten, PD. Bank Solo, PD. BPR Bank Boyolali, PD.BPR NTB, PD.
BPR BKK Boyolali dan lainnya untuk kedepannya sesuai Pasal 402 ayat
(2) Undang-Undang Pemerintahan Daerah harus menyesuaikan
bentuknya sesuai undang-undang tersebut dalam jangka waktu maksimal
3 tahun sejak di un da ngka nnya Undang -Undang Pemerintahan
Daerah maksimal yaitu Oktober 2017 karena undang-undang tersebut
diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 2 Oktober 2014. Baik Bank
Umum ataupun BPR yang dimiliki daerah berbentuk Perusahaan Daerah
harus menyesuaikan kebentuk Perusahaan Perseroan Daerah yang
merupakan Perseroan Terbatas yang sahamnya seluruh atau minimal
51% dimiliki oleh Daerah. Sementara bentuk Perseroan Terbatas ketika
komposisi sahamnya minimal 51% tidak dimiliki oleh satu daerah harus
mengubah komposisinya menjadi seluruh atau minimal 51% dimiliki oleh
satu Daerah melalui pembelian saham kembali atau buyback saham agar
memenuhi unsur secara yuridis BUMD berbentuk Perusahaan Perseroan
Daerah.

e. Terhadap Pengaturan Bentuk Hukum Usaha Perbankan di Undang-

Undang Perbankan
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Implikasi terhadap pengaturan bentuk hukum BUMD di bidang
Perbankan. Untuk kedepannya Undang-Undang Perbankan perlu direvisi
terkait pengaturan bentuk hukumnya. Bentuk hukum Perusahaan
Daerah harus dihapuskan, karena sudah tidak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah tidak
perlu ditambahkan dalam Undang-Undang Perbankan ketika direvisi.
Dilihat secara konsep tujuan sebuah usaha perbankan dan konsep
kemanfaatan umum Perusahaan Umum adalah berbeda. Tujuan
Perbankan Pada Pasal 3 Undang -Undan g Perbankan adalah sebagai
penghimpun dan penyalur dana masyarakat dan menunjang pelaksanaan
pembangunann nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan,
pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan
kesejahteraan rakyat banyak bukan merupakan jasa vital atau
kementingan umum
D.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun
2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan
Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik
Daerah
Bahwa pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas
atau anggota Komisaris dan anggota Direksi perlu diatur untuk mewujudkan
tata kelola perusahaan yang baik. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39
dan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan
Usaha Milik Daerah proses pemilihan anggota Dewan Pengawas atau anggota
Komisaris dan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan
Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang
selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang

memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan
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memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau
Dewan Pengawas.

Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS
adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan
tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala
wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang
bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi
dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.

Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas
melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam
menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.

Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan
BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di
dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan
yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas
atau anggota Komisaris dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang
ditetapkan oleh KPM atau RUPS.

Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah
proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk
menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan
anggota Direksi BUMD.

Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan
keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau
sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai

reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon
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Anggota Dewan Pengawas atau Bakal Calon Anggota Komisaris dan Bakal

Calon Anggota Direksi BUMD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS, DAN
LANDASAN YURIDIS

A.Landasan Flilosofis

Negara Republik Indonesia sebagai badan hukum publik, merupakan
organisasi kekuasaan yang didalamnya terdiri dari himpunan manusia yang
disebut masyarakat Indonesia. Sebagai suatu Negara maka Indonesia
tentunya mempunyai tujuan yang hendak dicapai dan diwujudkan demi
kepentingan rakyatnya. Memajukan kesejahteraan umum, merupakan salah
satu dari tujuan Negara Indonesia yang mendasarkan pada Pancasila.

Pancasila adalah dasar Negara Indonesia, menjadi grundnorm dan
landasan filosofis bagi setiap aturan hukum. Selain itu pula tujuan yang ingin
di capai dari Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Pembukaan UUD
1945 alinea keempat adalah untuk menjaga ketertiban umum.

Tujuan Negara Hukum dapat kita simpulkan dari
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dalam alinea ke 4 (empat) sebagai
grand theory yakni “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu

Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia
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dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
sosial”.

Hal ini difokuskan pada falsafah Pancasila yang menghendaki
tercapainya keadilan sosial, sebagaimana secara lebih terperinci dinyatakan
oleh UUD NRI 1945.

Dalam mengisi cita-cita perjuangan tersebut maka perlu dilakukan
program yang terencana dan terarah untuk melaksanakan proses
pembangunan agar tujuan nasional dapat dicapai sesuai dengan falsafah
yang mendasari perjuangan tersebut yakni Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945. Untuk itulah, kita membutuhkan bangsa yang mandiri-
bermartabat, butuh pemerintah daerah yang kuat (berkapasitas dan
bertenaga) dan demokratis. Upaya penguatan otonomi daerah menjadi bagian
dari cita-cita itu, sekaligus hendak membangun imajinasi Indonesia yang
kuat dan sempurna, yang melampui (beyond) sentralisme dan lokalisme.
Negara Kesatuan Republik Indonesia akan menjadi lebih kuat bila ditopang
oleh kedaulatan rakyat serta kemandirian lokal. dalam rangka
penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dengan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan
peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada
peningkatan kesejahteraan rakyat.

Untuk mendorong pengembangan perekonomian perlu membentuk
Badan Usaha Milik Daerah yang merupakan salah satu pelaku ekonomi
untuk mengelola potensi daerah secara optimal serta meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah;
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Salah satu upaya untuk mewujudkan keberhasilan otonomi daerah,
dibutuhkan landasan yang kuat bagi dunia usaha guna meningkatkan
kesejahteraan  masyarakat dalam rangka menghadapi tantangan
perkembangan perekonomian di masa mendatang, sehingga diperlukan
pembentukan Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan potensi daerah dan
peraturan perundang-undangan dalam hal ini Pemerintah Kota Tegal akan
membentuk Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pasar Kota Tegal.

B. Landasan Sosiologis

Saat ini kondisi Badan Usaha Milik Daerah yang ada Pemerintah Kota
Tegal masih belum optimal dalam pengaturannya, padahal terdapat beberapa
BUMD ada dilingkungan Pemerintah Kota Tegal dan keberadaannya sangat
penting seperti PDAM, BPR, BKK dan BUMD lainnya, sehingga kondisi ini
menjadikan Pemerintah Kota Tegal perlu segera membuat aturan yang jelas
dan segera menyangkut pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank
Pasar Kota Tegal, apalagi dengan adanya Undang-undang Nomor 23 tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun
2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah sudah diberlakukan, sehingga
untuk menindaklanjuti aturan tersebut perlu segera ditetapkan Peraturan
Daerah Kota Tegal tentang pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank

Pasar Kota Tegal.

C.Landasan Yuridis
Penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik harus
memenuhi beberapa kriteria diantaranya perencanaan penyusunan
peraturan perundang-undangan (Legal planing) dan teknik penyusunan

(Legal drafting).
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Berdasarkan Ketentuan Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011,
peraturan perundang-undangan tunduk pada asas hierarki yang diartikan
suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
tingkatannya atau derajatnya. Sesuai asas hierarki dimaksud peraturan
perundang-undangan merupakan satu kesatuan sistem yang memiliki
ketergantungan, keterkaitan satu dengan yang lain.

Stufenbau Theory dari Hans Kelsen menyatakan bahwa, Hukum
(semua norma dari yang tertinggi sampai terendah) merupakan suatu
kesatuan dalam susunan yang teratur dan logis. Tidak ada pertentangan
atau kontradiksi sehingga tercipta konsistensi, sinkronisasi dan harmonisasi
peraturan perundang-undangan. Asas perundang-undangan, terutama asas
tingkatan hierarki, yang menentukan bahwa peraturan yang lebih rendah
tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Hal tersebut di atas ditujukan untuk menjaga agar peraturan yang
dibentuk tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
secara vertikal maupun horisontal dan kepentingan masyarakat maka
penyusun peraturan perundang-undangan (khususnya Perda) harus
mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam penyusunan produk hukum
daerah khususnya Peraturan Daerah.

Sebagai pemenuhan prinsip kehati-hatian dalam pembentukan
Peraturan Daerah maka diperlukan evaluasi dan analisis peraturan
perundang-undangan yang relevan Peraturan Daerah tentang Kawasan
Industri Kota Tegal sebagaimana pada BAB II.

Berdasarkan hasil analisis tersebut maka pembentukan Peraturan
Daerah tentang Badan Usaha Milik Daerah Di Kota Tegal mempunyai

landasan yuridis sebagai berikut:
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. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
IndonesiaTahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa
Tengah/ Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16
dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-
Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
531);

. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 244,
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

Barang milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha
Milik Daerah;

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2011 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pcmbentukan Peraturan Perundang-undangan;

BABV
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN

A. Arah dan Jangkauan Peraturan Daerah

Sasaran yang akan diwujudkan Peraturan daerah 1ini nanti
diharapkan dapat menjadi dasar hukum dengan memberikan kepastian
hukum (legal certainty) dari kegiatan-kegiatan otonomi daerah yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Tegal dalam rangka mewujudkan
dan menjamin terselenggarannya aturan mengenai Badan Usaha Milik
Daerah khususnya Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pasar
Kota Tegal, guna mendorong perekonomian Daerah dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat sehingga mampu menopang kemandirian dan
kemajuan Daerah. Raperda ini mencoba untuk menjawab tantangan yang
dihadapi dalam otonomi daerah. Dengan menjadikan desentralisasi sebagai
azas utama. Kemudian, dekonsentrasi dan tugas pembantuan (delegasi).

Kedepannya prespektif yang di coba untuk di bangun dan dikembangkan
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dalam penataan Badan Usaha Milik Daerah khususnya Pembentukan
Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pasar Kota Tegal, menjadikan sarana
untuk mendorong pengembangan perekonomian perlu membentuk Badan
Usaha Milik Daerah yang merupakan salah satu pelaku ekonomi untuk
mengelola potensi daerah secara optimal serta meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah.
Berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor
54 tahun 2017 tentang BUMD, setiap perusahaan Umum Daerah
pendiriannya harus dengan Perda, dan Perda pendirian perusahaan Perseroan
Daerah paling sedikit memuat:
a. Nama Dan Tempat Kedudukan;
b. Maksud Dan Tujuan;
c. Kegiatan Usaha;
d. Jangka Waktu Berdiri; Dan
e. Besarnya Modal Dasar.
Berdasarkan ketentuan tersebut maka dalam penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Bank Tegal Kota Tegal wajib menyesuaikan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor
54 tahun 2017 tentang BUMD.
. Ruang Lingkup Materi Muatan
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang
Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Kota
Tegal dilihat dari sudut pandang muatan peraturan daerahnya harus sesuai
dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana digambarkan di bawah ini :
Sesuai dengan Pasal 14 Undang-undang No. 12 Tahun 2011

disebutkan bahwa :
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“Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan
otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus
daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan
yang lebih tinggi.”
Peraturan Daerah tersebut harus pula sesuai dengan Pasal 6 Undang-
Undang No. 12 Tahun 2011 yang menentukan bahwa “Materi Peraturan
Daerah harus memprihatinkan asas materi muatan peraturan perundang-
undangan, antara lain asas keseimbangan, keserasian dan keselaran”. Hal
yang terpenting adalah Materi Peraturan Daerah dilarang bertentangan
dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi. bahwa bertentangan dengan kepentingan umum adalah
kebijakan yang berakibat terganggunya kerukunan antar warga masyarakat,
terganggunya pelayanan umum dan terganggunya ketentraman atau
ketertiban umum serta kebijakan yang bersifat diskriminatif.

Bagian ini membahas tentang ketentuan dan pengertian yang
bersifat umum dan subtansi peraturan daerah ini.
Ketentuan Umum.

Bagian ini membahas tentang ketentuan dan pengertian yang
bersifat umum dan subtansi peraturan daerah ini :
1. Daerah adalah Kota Tegal.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Kota Tegal.

4. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Kota
Tegal yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Tegal Perseroda.

5. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga
yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang

mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan,
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pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Otoritas Jasa Keuangan.

6. Modal dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh
Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Kota
Tegal.

7. Modal disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi

oleh Pemegang Saham.

8. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Tegal
yang membidangi pembinaan Perusahaan Perseroan Daerah Bank

Perkreditan Rakyat Bank Tegal Kota Tegal.

9. Pengurus adalah Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan

Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Kota Tegal.

10.Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan

Rakyat Bank Tegal Kota Tegal.

11.Pemegang Saham Pengendali adalah Pemegang Saham yang kepemilikan

modal dasarnya paling sedikit 51%.

12.Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang selanjutnya disingkat RKAT
adalah Rencana Bisnis yang disusun oleh Direksi dan disetujui oleh

Dewan Komisaris sebagai pedoman dalam operasional.

13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat

APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal.

14.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah
organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi
dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang

yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

15.Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas
melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam

menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.

16.Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan
BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik
di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran

dasar.

17.Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK

adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang
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untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi;
18.Hari adalah hari kerja kecuali ditentukan lain.
Materi Pengaturan.

Materi pengaturan dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Terlampir dalam Naskah Akademik ini
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ini:

Bab II, Bentuk badan hukum, Dengan Peraturan Daerah ini bentuk
badan hukum P.D. BPR Bank Pasar Kota Tegal diubah menjadi P.T. BPR
Bank Tegal (Perseroda). P.T. BPR Bank Tegal (Perseroda) berkedudukan dan
berkantor pusat di Kota Tegal. P.T. BPR Bank Tegal (Perseroda) dapat
membuka Kantor Cabang, dan/atau Kantor operasional lainnya,
menetapkan status Kantor Cabang, menutup Kantor Cabang, dan/atau
Kantor operasional lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bab III, Jangk Waktu Beridirnya Perusahaan, P.T. BPR Bank Tegal
(Perseroda) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas. Anggaran Dasar
dan Anggaran Rumah Tangga P.T. BPR Bank Tegal (Perseroda) ditetapkan

oleh Direksi dan disahkan dalam RUPS.

Bab IV Asas, Maksud dan Tujuan, P.T. BPR Bank Tegal (Perseroda)
dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip
profesionalisme dan prinsip kehati-hatian. P.T. BPR Bank Tegal (Perseroda)
didirikan dengan maksud untuk membantu serta mendorong pertumbuhan
perekonomian dan pembangunan Daerah di segala bidang dalam rangka
meningkatkan taraf hidup rakyat dan peningkatan pendapatan daerah.

P.T. BPR Bank Tegal (Perseroda) didirikan dengan tujuan memberikan
manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah, memperluas akses

keuangan kepada masyarakat, mendorong pembiayaan usaha mikro kecil
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dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan BPR dengan
prinsip tata kelola perusahaan yang baik, dan memperoleh laba atau

keuntungan.

Bab V Fungsi, Tugas dan Usaha, P.T. BPR Bank Tegal (Perseroda)
mempunyai fungsi sebagai lembaga intermediasi di bidang keuangan dengan
tugas menjalankan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

P.T. BPR Bank Tegal (Perseroda) mempunyai tugas, antara lain
menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui usaha lembaga perbankan,
membantu menyediakan modal usaha bagi usaha mikro, kecil dan
menengah, memberikan pelayanan modal dengan cara mudah, murah dan
mengarah dalam mengembangkan kesempatan berusaha, menjadi salah
satu sumber pendapatan daerah.

Untuk melaksanakan fungsi dan tugas P.T. BPR Bank Tegal
(Perseroda) menyelenggarakan usaha-usaha antara lain menghimpun dana
dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito,
tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan, memberikan kredit
dan melakukan pembinaan terhadap nasabah, melakukan kerjasama
dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya, menempatkan dananya
dalam bentuk giro, deposito atau jenis lainnya pada bank lain, menjalankan
usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, membantu Pemerintah Kota Tegal dalam optimalisasi penyaluran
dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bab VI, Modal, modal dasar P.T. BPR Bank Tegal (Perseroda)

ditetapkan sebesar Rp.15.000.000.000,00 (Lima belas milyar rupiah).
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Kepemilikan Modal Dasar P.T. BPR Bank Tegal (Perseroda) dengan
perbandingan sebagai berikut Pemerintah Kota Tegal minimal sebesar 51%
(lima puluh satu persen) sebagai Pemegang Saham Pengendali, Pemegang
saham lainnya maksimal sebesar 49% (empat puluh sembilan persen).
Perubahan modal dasar disetujui dan ditetapkan oleh RUPS serta
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal
modal disetor belum mencapai modal dasar, Pemerintah Kota Tegal atau
Pemegang saham lainnya menganggarkan penyertaan modal dalam APBD
atau Anggaran Keuangan Pemegang saham lainnya. Pelaksanaan setoran
modal dilakukan dengan mekanisme RUPS.

Sumber modal dasar terdiri atas Penyertaan modal, Hibah, dan
Sumber modal lainnya. Sumber modal lainnya, meliputi Kapitalisasi
cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham. Penyertaan modal
merupakan batas pertanggungjawaban atas kerugian P.T. BPR Bank Tegal
(Perseroda). Sumber modal dasar yang berasal dari sumber modal lainnya
diputuskan oleh RUPS.

Aset P.T. BPR Bank Tegal (Perseroda) merupakan kekayaan
Pemerintah Kota Tegal yang dipisahkan. Penyertaan modal yang berasal
dari pengalihan aset Pemerintah Kota Tegal hanya dapat dilakukan atas
persetujuan RUPS. Perubahan modal dasar dan modal disetor dimuat dalam
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Bab VII, Saham-saham, modal P.T. BPR Bank Tegal (Perseroda) terdiri
atas saham-saham. Saham-saham dikeluarkan atas nama pemilik dan pada
tiap—-tiap surat saham dicatat nama pemilik oleh Direksi. Surat-
surat saham diberi nomor urut dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan
Komisaris Utama sebagai wakil pemegang saham. Penentuan Nilai Nominal
Saham ditentukan oleh RUPS dan dimuat dalam Anggaran Dasar dan

Anggaran Rumah Tangga. P.T. BPR Bank Tegal (Perseroda) hanya mengakui
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1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari satu saham. Setoran saham yang
belum mencapai nilai nominal 1 (satu) diberikan tanda setoran saham
(resipis) dan dicatat sebagai modal disetor.

Bab VIII Organ Pt BPR Bank Tegal (Perseroda), terdiri dari RUPS,
Dewan Komisaris, dan Direksi. Struktur organisasi P.T. BPR Bank Tegal
(Perseroda) diatur dengan Peraturan Direksi setelah mendapat persetujuan
Dewan Komisaris dan disahkan dalam RUPS.

RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam P.T. BPR Bank Tegal
(Perseroda). RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. RUPS
diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. RUPS Tahunan
diadakan dalam waktu paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku
berakhir. RUPS dapat diadakan secara gabungan. Dalam hal RUPS
Pemegang Saham tidak hadir dapat menunjuk kuasanya. RUPS dipimpin
oleh Pemegang Saham Pengendali atau kuasanya. Tata tertib
penyelenggarakan RUPS ditetapkan dengan berpedoman pada Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga P.T. BPR Bank Tegal (Perseroda).
Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan. Dalam hal tidak tercapai
mufakat, maka pengambilan keputusan RUPS ditentukan oleh Pemegang
Saham Pengendali sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah
ini. Sebelum pelaksanaan RUPS, dapat dilaksanakan pra RUPS.

Kuasa diberikan melalui kewenangan mandat, untuk kebijakan
terkait (perubahan anggaran dasar, pengalihan aset tetap, kerja sama),
investasi, pembiayaan, pembentukan anak perusahaan dan/atau
penyertaan modal, penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari
modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham,
pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi,

penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi, penetapan besaran penggunaan
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laba, pengesahan laporan tahunan, penggabungan, pemisahan, peleburan,
pengambilalihan, dan pembubaran, dan jaminan aset berjumlah lebih dari
50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BPR dalam 1 (satu)
transaksi atau lebih. kewenangan delegasi, terhadap kebijakan selain
kewenangan mandat.

Dewan Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur
lainnya. Unsur lainnya adalah pejabat Pemerintah Kota Tegal yang tidak
bertugas melaksanakan pelayanan publik. Anggota Dewan Komisaris paling
sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota
Direksi dan salah seorang ditetapkan sebagai Komisaris Utama. Dalam hal
Dewan Komisaris berjumlah 2 (dua) orang, anggota Dewan Komisaris terdiri
atas 1 (satu) orang unsur independen, dan 1 (satu) orang pejabat Pemerintah
Kota Tegal, atau 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Kota Tegal. Dalam hal
Dewan Komisaris berjumlah lebih dari 2 (dua) orang, maka unsurnya
menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian anggota komisaris sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

P.T. BPR Bank Tegal (Perseroda) dipimpin oleh Direksi paling sedikit 2
(dua) orang. Direksi salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur
Utama. P.T. BPR Bank Tegal (Perseroda) wajib memiliki anggota Direksi yang
membawahkan fungsi Kepatuhan. Anggota Direksi bertempat tinggal di
wilayah Kota Tegal.

Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian anggota komisaris
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Direksi yang
berasal dari pegawai P.T. BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda), P.T. BPR BKK
(Perseroda) atau P.T. BPR Bank Tegal (Perseroda) secara otomatis berhenti
status kepegawaiannya.

Direktur Utama P.T. BPR Bank Tegal (Perseroda) mempunyai tugas
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menyelenggarakan perencanaan dan melaksanakan koordinasi dalam
pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian
atas unit kerja P.T. BPR Bank Tegal (Perseroda). Direktur P.T. BPR Bank
Tegal (Perseroda) mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk membantu
Direktur Utama memimpin koordinasi dalam kegiatan pemasaran produk-
produk perbankan, baik dana dan kredit serta umum dan operasional,
keuangan, kepatuhan, perencanaan dan pengembangan serta tugas lain
demi meningkatkan kinerja/produktifitas serta sesuai dengan tujuan P.T.
BPR Bank Tegal (Perseroda). Direksi dapat menunjuk 1 (satu) pejabat
struktural P.T. BPR Bank Tegal (Perseroda), dalam hal semua anggota
Direksi tidak berada di tempat/berhalangan. Penunjukan pejabat struktural
ditetapkan dengan Keputusan Direksi dan diberitahukan kepada Dewan
Komisaris serta kepada Pemegang Saham. Pembagian tugas Direksi diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris

Bab IX, Kepegawaian, Pegawai P.T. BPR Bank Tegal (Perseroda)
merupakan pekerja P.T. BPR Bank Tegal (Perseroda) yang pengangkatan,
pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan
perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai ketenagakerjaan.

Bab X, Tata Kelola Perusahan, P.T. BPR Bank Tegal (Perseroda) wajib
menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan dalam setiap kegiatan usahanya pada
seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Penerapan Tata Kelola
Perusahaan yang baik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi atas
persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bab XI, Tanggungjawab dan Tuntutan Ganti Rugi, Dewan Komisaris,

Direksi, atau Pegawai P.T. BPR Bank Tegal (Perseroda) yang dengan sengaja
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maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi
P.T. BPR Bank Tegal (Perseroda) wajib mengganti kerugian dimaksud.

Bab XII, Pembinaan, Pembinaan Umum terhadap P.T. BPR Bank Tegal
(Perseroda) dilaksanakan oleh Wali Kota. Pelaksanaan pembinaan umum
dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi BUMD. Pembinaan
umum dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja
P.T. BPR Bank Tegal (Perseroda). Pembiayaan pembinaan umum bersumber
dari APBD Pemerintah Kota.

Bab XIII, Kerjasama, P.T. BPR Bank Tegal (Perseroda) dapat
melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam usaha meningkatkan modal,
sumber daya manusia, manajemen profesionalisme perbankan/lembaga
keuangan dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-—
undangan. Kerjasama antara lain dilakukan melalui program kemitraan,
kerjasama operasi (joint operation), dan kerjasama lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan-undangan. Dalam melakukan
kerjasama terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

Bab XIV, Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan, Dalam
rangka penyehatan, penguatan dan peningkatan kinerja P.T. BPR Bank
Tegal (Perseroda), dapat dilakukan penggabungan, peleburan dan
pengambilalihan, perubahan status kelembagaan. Pelaksanaan
penggabungan, peleburan dan pengambilalihan serta perubahan status
kelembagaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bab XV, Pembubaran, Pembubaran P.T. BPR Bank Tegal (Perseroda)
terjadi karena keputusan RUPS, penetapan pengadilan. Pembubaran P.T.
BPR Bank Tegal (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Pembubaran terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari OJK. Tata

cara pembubaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
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perundang-undangan.

Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
82, maka penyelesaian hak dan kewajiban Dewan Komisaris, Direksi dan
Pegawai P.T. BPR Bank Tegal (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS.

Bab XVI, Sanksi, dalam hal Direksi menyalahgunakan, melanggar
dan/atau tidak melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawab dikenakan
sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan

Bab XVII, Ketentuan Lainl-lain, Penyesuaian bentuk badan hukum
P.D. BPR Bank Pasar Kota Tegal menjadi P.T. BPR Bank Tegal (perseroda)
berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan paling lama 1
(satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. Penyesuaian bentuk
badan hukum dilaksanakan oleh Direksi.

Bab XVIII, Ketentuan Peralihan, Pada saat Peraturan Daerah ini mulai
berlaku Dewan Pengawas P.D. BPR Bank Pasar Kota Tegal yang ada menjadi
Dewan Komisaris P.T. BPR Bank Tegal (Perseroda), Direksi P.D. BPR Bank
Pasar Kota Tegal yang ada menjadi Dewan Komisaris P.T. BPR Bank Tegal
(Perseroda), Pegawai P.D. BPR Bank Pasar Kota Tegal yang ada tetap menjadi
pegawai P.T. BPR Bank Tegal (Perseroda

Bab XIX, Ketentuan penutup, Pada saat Peraturan Daerah ini mulai
berlaku, semua peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor
Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 10 tahun 2000 tentang Perusahaan
Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Tegal sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2007 tentang Perubahan
Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 10 tahun 2000 tentang Perusahaan
Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Tegal dinyatakan tetap
berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan
daerah ini.

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah
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Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 10 tahun 2000 tentang Perusahaan
Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Tegal (Lembaran Daerah
Kota Tegal Tahun 2000 Nomor 6 Seri B), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan
Daerah Kota Tegal Nomor 10 tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal
Tahun 2007 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan

Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Kota Tegal perlu

memperhatikan ketentuan dalam :

a. Landasan Hukum mengenai BUMD yang berlaku saat ini, adalah
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha
Milik Daerah;

b. Keberadaan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pasar memiliki
kontribusi dalam peningkatan terhadap PAD bagi Pemerintah Kota Tegal.

Berdasarkan hal itu maka Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 10 tahun

2000 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar

Kota Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3

tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 10

tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank

Pasar Kota Tegal, perlu dilakukan penyesuaian dan diterbitkan peraturan

yang baru.

2. Secara landasan filosofis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah

tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank
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Tegal Kota Tegal merupakan penjabaran dalam UUD NRI, pasal 33, secara
landasan Sosiologis wilayah Kota Tegal merupakan daerah perekonomian
yang memiliki berbagai sumber pendapatan untuk peningkatan PAD serta
berbagai investor yang tentunya dalam pembangunan perkeonomiannya
perlu ada dukungan dari berbagai lembaga keuangan, salah satunya
adalah dari Perbankan, sehingga terdapat peluang bagi pemerintah kota
Tegal untuk memperkuat sistem Perbankan di Daerah dengan
membentuk Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pasar Kota Tegal dengan
sebuah Peraturan Daerah, secara landasan yuridis terkait pembentukan
Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Kota
Tegal merupakan implementasi lebih lanjut dari pengaturan yang ada
diatasnya yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017
tentang Badan Usaha Milik Daerah.

3. Sehubungan dengan permasalahan tersebut maka Pemerintah Kota Tegal
sudah selayaknya memiliki Regulasi menyangkut Pembentukan
Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Kota
Tegal, yang nantinya akan berguna dan bermanfaat bagi Pemerintah
Daerah, masyarakat serta bagi peningkatan terhadap PAD bagi Pemerintah
Kota Tegal, tentunya dengan memperhatikan ketentuan yang ada dalam
undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan
Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik
Daerah.

B. Saran

Sesuai dengan mekanisme yang ada di DPRD, perlu dilakukan
kegiatan Public Hearing sebagai pelaksanaan Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun
2011 sebagai sarana pelibatan komponen masyarakat dalam penyusunan

peraturan perundang-undangan.
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RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH

BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK TEGAL KOTA TEGAL

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA TEGAL,

a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi

1.

Perbankan didaerah agar dapat mendorong pertumbuhan
ekonomi, peningkatan pelayanan kepada masyarakat
khususnya penyediaan modal usaha bagi usaha mikro, kecil
dan menengah serta sebagai salah satu sumber pendapatan
Daerah, maka perlu dilakukan penyehatan, penguatan dan
peningkatan kinerja melalui pembentukan BUMD perusahaan
perseroan Daerah.

Bahwa Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 10 tahun 2000
tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank
Pasar Kota Tegal sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2007 tentang Perubahan
Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 10 tahun 2000 tentang
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar
Kota Tegal, sudah tidak relevan lagi dengan keadaan
sekarang sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap
peraturan tersebut mendasari ketentuan = Peraturan
Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha
Milik Daerah.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan
Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pasar Kota Tegal.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3790);
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10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4756);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas
Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5253);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi Bank (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3840);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008
tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan
Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6173);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2018
tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan
Rakyat Badan Kredit Kecamatan (Lembaran Daerah Propinsi
Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 05, Tambahan Lembaran
Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 99);
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15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018
tentang Pengangkatan dan Pembehentian Anggota Dewan
Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa
Tengah Tahun 2018 Nomor 700);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah Nomor 4 Tahun
2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah
Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa
Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun
2017 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa
Tengah Tahun 2018 Nomor 89)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TEGAL

dan
WALIKOTA TEGAL

Memutuskan:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN

DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK TEGAL KOTA
TEGAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Tegal.

2.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Kota Tegal.

4. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Kota

Tegal yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Tegal Perseroda.

. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga

yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang
mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan,
pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Otoritas Jasa Keuangan.

Modal dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh
Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Kota
Tegal.

Modal disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi
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oleh Pemegang Saham.

8. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Tegal
yang membidangi pembinaan Perusahaan Perseroan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Bank Tegal Kota Tegal.

9. Pengurus adalah Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan
Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Kota Tegal.

10.Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan
Rakyat Bank Tegal Kota Tegal.

11.Pemegang Saham Pengendali adalah Pemegang Saham yang kepemilikan
modal dasarnya paling sedikit 51%.

12.Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang selanjutnya disingkat RKAT
adalah Rencana Bisnis yang disusun oleh Direksi dan disetujui oleh
Dewan Komisaris sebagai pedoman dalam operasional.

13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal.

14.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah
organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi
dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang
tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

15.Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas
melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam
menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.

16.Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD
untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam
maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

17.Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah
proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk
menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi;

18.Hari adalah hari kerja kecuali ditentukan lain
BAB II

BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk PT. BPR Bank Tegal (Perseroda)

BAB III
STATUS DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3
PT BPR Bank Tegal (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Kota
Tegal

Pasal 4

PT BPR Bank Tegal (Perseroda) dapat membuka Kantor Cabang dan/atau
Kantor operasional lainnya, menetapkan status Kantor Cabang, menutup
Kantor Cabang dan/atau Kantor operasional lainnya sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

98



BAB IV
JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERUSAHAAN

Pasal 5

(1) PT BPR Bank Tegal (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas
(2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT BPR Bank Tegal
(Perseroda) ditetapkan oleh Direksi dan disahkan dalam RUPS.

(3) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit:

o000 oD

=

i.

. nama dan tempat kedudukan Perseroan;

. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;

. jangka waktu berdirinya Perseroan;

. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;

. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham

untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai
nominal setiap saham,;
nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
h.

tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan
Dewan Komisaris;
tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen

(4) Anggaran dasar tidak boleh memuat

a.
b.

ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham; dan
ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak
lain

BAB YV
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 6

PT BPR Bank Tegal (Perseroda) dalam melakukan usahanya berasaskan
demokrasi ekonomi dengan prinsip profesionalisme dan prinsip kehati-hatian.

Pasal 7

PT BPR Bank Tegal (Perseroda) didirikan dengan maksud dan tujuan untuk
membantu serta mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan
Daerah di segala bidang dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat dan
peningkatan pendapatan daerah.

Pasal 8

PT BPR Bank Tegal (Perseroda) didirikan dengan tujuan:

memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
memperluas akses keuangan kepada masyarakat;

mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif,
efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

melaksanakan BPR dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan

a.
b.
C.

. memperoleh laba atau keuntungan.

BAB VI
FUNGSI, TU
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Pasal 9

PT BPR Bank Tegal (Perseroda) mempunyai fungsi sebagai lembaga
intermediasi di bidang keuangan dengan tugas menjalankan usaha sebagai
Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 10

PT BPR Bank Tegal (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

mempunyai tugas, antara lain:

a. menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui usaha lembaga perbankan;

b. membantu menyediakan modal usaha bagi usaha mikro, kecil dan
menengah;

c. memberikan pelayanan modal dengan cara mudah, murah dan mengarah
dalam mengembangkan kesempatan berusaha;

d. menjadi salah satu sumber pendapatan daerah.

Pasal 11

Untuk melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
dan Pasal 10, PT BPR Bank Tegal (Perseroda) menyelenggarakan usaha-usaha
antara lain:

a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa
deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan
itu;

b. memberikan kredit dan melakukan pembinaan terhadap nasabah;

c. menempatkan dananya dalam bentuk giro, deposito berjangka, atau jenis
lainnya pada bank lain;

d. menjalankan usaha-usaha perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

e. membantu pemerintah kota dalam optimalisasi penyaluran dana untuk
program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

BAB VII
MODAL

Pasal 12

(1) Modal dasar PT BPR Bank Tegal (Perseroda) ditetapkan, sebesar Rp.
10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

(2) Kepemilikan Modal Dasar PT BPR BKK (Perseroda) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dengan perbandingan sebagai berikut:
a. Pemerintah kota sebesar 51 % (lima puluh satu persen) sebagai

Pemegang Saham Pengendali;

b. Pemegang saham lainnya sebesar 49 % (empat puluh sembilan persen).

(3) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui mekanisme tambahan penyertaan modal yang dilaksanakan
dengan Peraturan Walikota setelah ditetapkan dalam Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(4) Dalam hal Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
terpenuhi, penambahan Modal Dasar dilaksanakan melalui penyertaan
modal yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
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(5)

(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

(1)
(2)

(3)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(6)

Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui
dan ditetapkan oleh RUPS serta dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal modal disetor belum mencapai modal dasar, Pemerintah Kota
dan Pemegang saham lainnya berkewajiban menganggarkan penyertaan
modal dalam APBD dan Anggaran Keuangan Pemegang saham lainnya.
Pelaksanaan setoran modal dilakukan dengan mekanisme RUPS.

Pasal 13

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4)
bersumber dari penyertaan modal Pemerintah Kota, Pinjaman, Hibah dan
sumber modal lainnya.

Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berasal dari kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio
saham.

Tata cara penyertaan modal kepada PT BPR Bank Tegal (Perseroda)
diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.

Pasal 14

Aset PT BPR Bank Tegal (Perseroda) merupakan kekayaan Pemerintah
Kota yang dipisahkan.

Penyertaan modal yang berasal dari pengalihan aset Pemerintah Kota
hanya dapat dilakukan atas persetujuan RUPS.

Perubahan modal dasar dan modal disetor dimuat dalam Anggaran Dasar
dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII
SAHAM-SAHAM
Pasal 15

Modal PT BPR Bank Tegal (Perseroda) terdiri atas saham—saham.
Saham-saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan atas
nama pemilik dan pada tiap-tiap surat saham dicatat nama pemilik oleh
Direksi.

Surat-surat saham diberi nomor urut dan ditandatangani oleh Direktur
Utama dan Komisaris Utama sebagai wakil pemegang saham.

Penentuan Nilai Nominal Saham ditentukan oleh RUPS dan dimuat dalam
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

PT. BPR Bank Tegal (Perseroda) hanya mengakui 1 (satu) badan hukum
sebagai pemilik dari satu saham.

Setoran saham yang belum mencapai nilai nominal 1 (satu) diberikan
tanda setoran saham (resipis) dan dicatat sebagai modal disetor.

BAB IX
STRUKTUR ORGANISASI DAN ORGAN
PT BPR BANK TEGAL (PERSERODA)

Bagian Kesatu
Umum

101



Pasal 16

(1) Organ PT BPR Bank Tegal (Perseroda) berbentuk Perseroan Terbatas
yang dimiliki oleh Pemerintah Kota terdiri dari RUPS, Dewan Komisaris

dan Direksi

(2) Struktur organisasi dan tata kerja PT BPR Bank Tegal (Perseroda)
diatur dengan Peraturan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan

Komisaris dan disahkan dalam RUPS.

Bagian Kedua
RUPS

Pasal 17

(1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PT BPR Bank Tegal

(Perseroda).
(2) RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.
(3) RUPS diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(4) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lama 4 (empat)

bulan setelah tahun buku berakhir.
(5) RUPS dapat diadakan secara gabungan
(6) Dalam hal RUPS Walikota tidak hadir dapat menunjuk kuasanya.

(7) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipimpin oleh Pemegang

Saham Pengendali atau kuasanya.

(8) Tata tertib penyelenggarakan RUPS ditetapkan dengan berpedoman
pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT BPR Bank Tegal

(Perseroda).

(9) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat

dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

(10) Dalam hal tidak tercapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(8), maka pengambilan keputusan RUPS ditentukan oleh Pemegang
Saham Pengendali sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan

Daerah ini.
(11) Sebelum pelaksanaan RUPS, dapat dilaksanakan pra RUPS.

Pasal 18

Kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6), diberikan melalui:
a. kewenangan mandat, untuk kebijakan terkait:

1 perubahan anggaran dasar;

2 pengalihan aset tetap;

3 kerja sama;

4 investasi, pembiayaan, pembentukan anak perusahaan dan/atau
penyertaan modal;

S penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi
cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;

6 pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi;

7 penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi;

8 penetapan besaran penggunaan laba;

9 pengesahan laporan tahunan;

10 penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan,

pembubaran; dan

11 jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah

kekayaan bersih BPR dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.



b. kewenangan delegasi, terhadap kebijakan selain sebagaimana dimaksud
dalam huruf a

(1)
(2)

(3)

(4)

(9)
(6)

(7)

(8)

Bagian Ketiga
Dewan Komisaris

Paragraf 1
Umum
Pasal 19

Dewan Komisaris terdiri dari wakil pemegang saham Pemerintah Kota dan
dari pihak ketiga yang profesional dan independen.

Anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak
sama dengan jumlah anggota Direksi dan salah seorang ditetapkan
sebagai Komisaris Utama.

Dalam hal Dewan Komisaris berjumlah 2 (dua) orang, anggota Dewan
Komisaris berasal dari wakil pemegang saham Pemerintah Kota dan wakil
pemegang saham lainnya.

Dalam hal Dewan Komisaris berjumlah 2 (dua) orang, anggota Dewan
Komisaris berasal dari wakil pemegang saham Pemerintah Kota, wakil
pemegang saham lainnya dan dari pihak ketiga yang profesional dan
independen.

Walikota dan wakil walikota dilarang menjabat sebagai Dewan Komisaris
Keanggotaan Dewan Komisaris yang berasal dari pihak ketiga yang
profesional dan independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit 50 % (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota Dewan
Komisaris.

Pemilihan dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh
RUPS.

Masa jabatan Dewan Komisaris 4 (empat) tahun dan dapat diangkat
kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 2
Pengangkatan Dewan Komisaris
Pasal 20

(1) Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Komisaris

harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Warga Negara Indonesia;

b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

d. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah, baik Pemerintah
Pusat maupun Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota;

e. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung
dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

f. sehat jasmani dan rohani;
memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur,
perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan
mengembangkan perusahaan;

h. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;

memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah

satu fungsi manajemen;

j-  menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;

[y
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k. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar

pertama kali;

tidak pernah dinyatakan pailit;

m. memiliki sertifikasi manajemen risiko level 3

tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau

Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha

yang dipimpin dinyatakan pailit;

o. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

p. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah
atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

q. tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang keuangan
dan perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh OJK.

—

B

(2) Selain persyaratan sebagaimana tersebut pada ayat (1), Dewan
Komisaris wajib memiliki:

a. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan
dengan jabatannya; dan/atau

b. pengalaman di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa
keuangan non perbankan.

c. memiliki sertifikat kelulusan yang masih berlaku dari

Lembaga Sertifikasi Profesi.

d. Memiliki integritas yaitu:

1. memiliki perilaku dan moral yang baik, dibuktikan
dengan keterangan dari atasan/Pimpinan
Instansi/Lembaga/Perusahaan tempat asal bekerja;

2. mematuhi peraturan perundang-undangan, dibuktikan
dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan bermeterai
cukup;

3. bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha
secara sehat.

e. sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan
dari dokter pemerintah;

f. pendidikan paling rendah Sarjana (S1);

g. menandatangani pakta integritas.

(3) Untuk Dewan Komisaris yang berasal dari pihak ketiga yang
profesional dan independen selain ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memiliki pengetahuan dan atau
pengalaman dibidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun.

(4) Untuk  pengangkatan  pertama  kali para  Anggota  Dewan
Komisaris dikukuhkan oleh Pemegang Saham Pengendali setelah lulus fit
and proper test OJK dan ditetapkan dalam RUPS.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pengangkatan
Anggota Dewan Komisaris diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 21

Walikota dan Wakil Walikota dilarang menjadi Dewan Komisaris.

Pasal 22

(1) Proses pencalonan, pemilihan dan pengangkatan Dewan Komisaris
dilaksanakan oleh RUPS.

(2) Calon Dewan Komisaris yang berasal dari wakil pemegang
saham Pemerintah Kota diusulkan melalui surat perintah tugas dari
Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
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(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

Calon Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal
dari Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD dan/atau
unsur birokrasi yang memenuhi persyaratan.

Pengusulan Calon Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) serta calon Dewan Komisaris yang berasal dari pihak ketiga yang
profesional dan independen ditetapkan oleh RUPS.

Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum jabatan Dewan
Komisaris berakhir.

Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

Untuk diangkat menjadi Dewan Komisaris wajib lulus fit and proper
test OJK.

Salah seorang Dewan Komisaris ditunjuk sebagai Komisaris Utama
dan yang lain ditunjuk Komisaris Anggota.

Pengangkatan Dewan Komisaris dilaporkan kepada OJK selambat-
lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah RUPS.

Paragraf 3
Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggungjawab Dewan Komisaris

Pasal 23

Dewan Komisaris bertugas:

a. melakukan pengawasan terhadap PT BPR Bank Tegal (Perseroda);
dan

b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan
pengurusan PT BPR Bank Tegal (Perseroda).

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:

a. memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik; dan

b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan dan lembaga pemeriksa lainnya.

Dewan Komisaris wajib:

a. melaporkan hasil pengawasan kepada Pemegang Saham atau RUPS;

b. membuat dan memelihara risalah rapat; dan

c¢. melaporkan hasil pengawasan dan evaluasi kepada instansi terkait
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:

a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan

b. sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 24

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 merupakan
pengawasan internal tanpa mengurangi kewenangan dari instansi
pengawasan di luar PT BPR Bank Tegal (Perseroda).
Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan cara:

a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, paling sedikit

dilakukan 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan;
b. sewaktu-waktu bila dipandang perlu.
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Pasal 25

Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23, mempunyai fungsi:

a.

b.

C.

penyusunan tata cara pengawasan PT BPR Bank Tegal (Perseroda);
pengawasan terhadap Direksi atas pengelolaan PT BPR Bank Tefal
(Perseroda);

pengawasan dan pengembangan PT BPR Bank Tegal (Perseroda)..

Pasal 26

Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25, mempunyai wewenang:

a.

(1)

(2)

(1)

meneliti Rencana Strategi Bisnis (Corporate Plan)/Rencana Bisnis Bank
PT BPR Bank Tegal (Perseroda) sebelum disampaikan kepada Pemegang
Saham atau RUPS untuk mendapatkan pengesahan;

memberikan pertimbangan dan saran baik diminta atau tidak diminta
kepada Pemegang Saham atau RUPS untuk perbaikan dan
pengembangan usaha PT BPR Bank Tegal (Perseroda);

meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan
dengan pengelolaan PT BPR Bank Tegal (Perseroda);

memberikan penilaian terhadap Laporan Pertanggungjawaban Tahunan
Direksi atas pelaksanaan kegiatan operasional sebagai bahan
pertimbangan penyusunan RKAT tahun buku berikutnya;

memberikan penilaian Laporan pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan
Direksi dalam forum RUPS;

memberikan dan menetapkan sanksi hukuman disiplin kepada Direksi
berdasarkan amanat RUPS;

mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan
pemberhentian anggota Direksi kepada Pemegang Saham melalui RUPS;
memimpin operasional perusahaan, apabila semua anggota Direksi tidak
berada ditempat/berhalangan tetap.

Pasal 27

Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya
bertanggungjawab kepada Pemegang Saham.

Pertanggungjawaban Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas,
fungsi dan wewenangnya dilakukan secara tertulis yang ditandatangani
oleh Komisaris Utama dan anggota Dewan Komisaris.

Pertanggungjawaban Dewan Komisaris sebagaimana pada ayat (2)
disampaikan kepada Pemegang Saham paling lambat 60 (enam puluh)
hari sebelum akhir masa jabatan.

Dewan Komisaris wajib memberikan laporan secara berkala kepada
Pemegang Saham atau RUPS dan OJK setempat mengenai pelaksanaan
tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan.

Paragraf 4
Pembagian Tugas Dewan Komisaris

Pasal 28

Komisaris Utama mempunyai tugas:
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a. memimpin kegiatan anggota Dewan Komisaris;

b. menyusun program kerja pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan
yang telah ditetapkan Pemegang Saham;

c. memimpin rapat Dewan Komisaris;
d. menetapkan pembagian tugas anggota Dewan Komisaris.
(2) Anggota Dewan Komisaris mempunyai tugas:
a. membantu Komisaris Utama dalam melaksanakan tugas;
b. melaksanakan tugas yang telah ditetapkan oleh Komisaris Utama;

c. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Komisaris Utama.

Paragraf 5
Rapat Dewan Komisaris

Pasal 29

(1) Dewan Komisaris melakukan rapat dalam pengembangan usaha dan
pengelolaan PT BPR Bank Tegal (Perseroda).
(2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. rapat tahunan;
b. rapat persetujuan RBB PT BPR Bank Tegal (Perseroda); dan
c. rapat luar biasa.
(3) Rapat tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat
diselenggarakan :
a. paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan
Komisaris Utama; atau
b. sewaktu-waktu atas undangan Komisaris Utama.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rapat Dewan Komisaris diatur

dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 6
Akhir Jabatan Dewan Komisaris Laperan Dewan Keomisaris

Pasal 30

Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
a. meninggal dunia;

b. masa jabatannya berakhir; atau

c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 31
(1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir karena masa

jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b,
anggota Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan
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tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir
masa jabatannya.

(2) Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan
paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.

(3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh RUPS untuk
memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Komisaris.

(4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Komisaris
yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan
tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada
RUPS.

(5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris,
pelaksanaan tugas pengawasan dilaksanakan oleh RUPS.

(6) Pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh Pemegang
Saham atau RUPS.

Pasal 32

Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS karena:
a. permintaan sendiri;

b. melakukan tindakan yang merugikan keuangan PT BPR Bank Tegal
(Perseroda) berdasarkan pemeriksaan internal;

melakukan tindakan tercela;
tidak melaksanakan Rapat Pengurus;

e. terganggu kesehatannya mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat
melaksanakan tugasnya secara wajar;

f. melanggar pakta integritas;
g. usulan pemegang saham;
h. ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana.

a o

Pasal 33

(1) Dewan Komisaris yang diduga melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e dan huruf f,
dapat diberhentikan sementara oleh RUPS.

(2) Dewan Komisaris yang ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 huruf h, terlebih dahulu diberhentikan
sementara oleh RUPS.

(3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris yang
bersangkutan.

Pasal 34

(1) Paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak pemberhentian sementara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), Pemegang Saham
menyelenggarakan RUPS untuk menetapkan apakah yang bersangkutan
diberhentikan atau direhabilitasi.

(2) Apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pemegang Saham belum menyelenggarakan RUPS, maka
Surat Pemberhentian Sementara tidak berlaku dan yang bersangkutan
melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
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(1)

(2)

(3)

(4)

()

(6)

Pasal 35

Pemberhentian sementara Dewan Komisaris yang ditetapkan sebagai
tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), ditetapkan
oleh RUPS.

RUPS untuk pemberhentian sementara Dewan Komisaris sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari
sejak penetapan Dewan Komisaris sebagai tersangka.

Pemberhentian sementara Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), berlaku paling lama 50 (lima puluh) hari dan dilanjutkan
dengan pemberhentian tetap oleh RUPS.

Pemberhentian tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan
pemberhentian tidak dengan hormat.

Dalam hal pada jangka waktu 50 (lima puluh) hari pemberhentian
sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterbitkan Surat
Perintah Pemberhentian Penyidikan oleh aparat penegak hukum maka
RUPS mengaktifkan kembali Dewan Komisaris.

Pengisian Dewan Komisaris yang telah diberhentikan tetap karena
ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
dilaksanakan paling lama 70 (tujuh puluh) hari sejak pemberhentian
tetap.

Pasal 36

Dewan Komisaris yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33, diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen)
terhitung mulai bulan berikutnya.

(1)

Pasal 37

Dewan Komisaris yang diberhentikan tetap karena alasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e, dan huruf f
serta huruf g selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya
Keputusan RUPS tentang pemberhentian dapat mengajukan keberatan
secara tertulis kepada Pemegang Saham Pengendali.

Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan keberatan
oleh Pemegang Saham Pengendali, RUPS harus mengambil keputusan
menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.

Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) RUPS belum mengambil keputusan terhadap permohonan
keberatan, maka Keputusan RUPS tentang Pemberhentian tidak berlaku
dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana
mestinya.

Apabila Dewan Komisaris terbukti melakukan perbuatan sebagaimana
tersebut dalam Pasal 32 huruf b, huruf c, huruf f dan huruf h, maka
yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.

Paragraf 7
Penghasilan Dan Penghargaan Dewan Komisaris
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(7)

Pasal 38

Penghasilan anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Pemegang Saham
atau RUPS.

Penghasilan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas:

a. honorarium;

b. tunjangan;

c. fasilitas; dan/atau

d. tantiem atau insentif kinerja.

Pasal 39

Dewan Komisaris diberikan honorarium:

a. Komisaris Utama, 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur
Utama; dan

b. anggota Dewan Komisaris, 80% (delapan puluh persen) dari
honorarium Komisaris Utama.

Dewan Komisaris diberi tunjangan kesehatan dan tunjangan hari raya

sesuai dengan kemampuan keuangan PT BPR Bank Tegal (Perseroda);

Dewan Komisaris tidak mendapatkan tunjangan kesehatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), apabila telah mendapatkan tunjangan kesehatan

dari lembaga lainnya.

Dewan Komisaris dapat diberikan uang tantiem 40% (empat puluh

persen) dari yang diterima oleh Direktur Utama;

Pada setiap akhir masa jabatan Dewan Komisaris dapat diberikan

penghargaan berupa uang jasa pengabdian.

Penghargaan berupa uang jasa pengabdian juga dapat diberikan bagi

Dewan Komisaris yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa

jabatannya berakhir dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling

sedikit 1 (satu) tahun.

Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperoleh dari

laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir

masa jabatannya 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh

Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

Pemberian jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang

ditentukan.

Besaran uang tantiem sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan jasa

pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan dengan

memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas,

kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta sesuai kemampuan

keuangan PT BPR Bank Tegal (Perseroda).

(10) Penghasilan honorarium Dewan Komisaris diatur dalam anggaran dasar.

Bagian Keempat
Direksi
Paragraf 1
Umum
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Pasal 40

PT BPR Bank Tegal (Perseroda) dipimpin oleh Direksi paling sedikit 2
(dua) orang.

Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salah seorang diantaranya
diangkat sebagai Direktur Utama.

PT BPR Bank Tegal (Perseroda) wajib memiliki anggota Direksi yang
membawahkan fungsi Kepatuhan.

Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS untuk masa jabatan
paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu)
kali masa jabatan.

Pasal 41

Anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah kedudukan PT BPR Bank Tegal

(Perseroda).
Paragraf 2
Syarat-syarat Pengangkatan Direksi
Pasal 42
(1) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Anggota Direksi harus

memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :

a.
b.
C.

>

T AT T Do

warga negara Indonesia;
bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

sehat jasmani dan rohani;

memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur,
perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan
mengembangkan perusahaan;

kompetensi;

reputasi keuangan yang baik;

memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;

memahami manajemen perusahaan;

memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);

pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial
perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim,;

. memiliki sertifikasi direksi;

memiliki sertifikasi manajemen risiko level 3;

berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55
(lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;

tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang
dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin
dinyatakan pailit;

tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang
merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;

tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah
atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
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(3)

Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

meliputi:

a. memiliki akhlak dan moral yang baik;

b. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan,;

c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional
BPR yang sehat; dan

d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.

Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f

meliputi :

a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan
relevan dengan jabatannya; dan

b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua)
tahun

Persyaratan reputasi keuangan yang baik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf g meliputi:

a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan

b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang
dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan
pailit, dalam waktu S (lima) tahun sebelum dicalonkan.

Direksi yang berasal dari pegawai PT. BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda)

atau PT. BPR Bank Tegal (Perseroda) secara otomatis berhenti status

kepegawaiannya.

Paragraf 3
Larangan Direksi
Pasal 43

Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:

a. anggota Dewan Komisaris dalam hubungan sebagai orang tua
termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung
termasuk ipar dan suami/istri; dan

b. anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua, anak
dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.

Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak

langsung pada PT BPR Bank Tegal (Perseroda) atau Badan

Hukum /Perorangan yang diberi kredit oleh PT BPR Bank Tegal

(Perseroda) serta perkumpulan lain dalam lapangan usaha yang

bertujuan mencari laba.

Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota direksi pada bank

atau perusahaan lain.

Direksi dilarang secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama memiliki

saham sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari modal

disetor pada bank dan/atau menjadi pemegang saham mayoritas di

lembaga jasa keuangan non bank.

Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang

mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.

Direksi dilarang memiliki dan/atau menjalankan usaha yang sama

dan/atau sejenis dengan kegiatan PT BPR Bank Tegal (Perseroda).
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Paragraf 4
Pengangkatan Direksi
Pasal 44

Pengangkatan anggota Direksi dapat dilakukan tidak secara bersamaan
waktunya.

Pengangkatan Direksi dilaporkan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh)
hari sejak tanggal efektif pengangkatan dengan disertai risalah RUPS.
Pengajuan calon Direksi kepada OJK disampaikan paling lama 90
(sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan Direksi berakhir yang
dilakukan sesuai dengan ketentuan OJK.

Pasal 45

Anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik

selama masa jabatannya dapat dilakukan pengangkatan kembali.

Anggota Direksi dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga dalam

hal memenuhi ketentuan:

a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan/atau

b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau
prestasi yang sangat baik.

Direksi yang diangkat kembali wajib menandatangani kontrak kinerja,

sebelum pengangkatan kembali sebagai Direksi.

Pasal 46

Pengangkatan Direksi wajib disampaikan kepada OJK.

Paragraf 5
Tugas, Wewenang Dan Tanggung Jawab Direksi
Pasal 47

(1) Direksi mempunyai tugas:

a

b.

. melaksanakan manajemen PT BPR Bank Tegal (Perseroda) meliputi:

1) menyusun perencanaan;

2) pengurusan/pengelolaan; dan

3) pengawasan kegiatan operasional.

menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan
pengelolaan PT BPR Bank Tegal (Perseroda) berdasarkan kebijakan
umum yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;

menyusun dan menyampaikan RBB PT BPR Bank Tegal (Perseroda)
kepada Pemegang Saham melalui Dewan Komisaris yang meliputi
aturan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan,
kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan
pengesahan;

. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan
kegiatan PT BPR Bank Tegal (Perseroda);

menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas
Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada Pemegang Saham melalui Dewan
Komisaris untuk mendapat pengesahan; dan

melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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(2)

Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan
kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PT BPR Bank
Tegal (Perseroda).

Pasal 48

Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut :

a.
b.

(1)

(2)

mengurus dan mengelola kekayaan PT BPR Bank Tegal (Perseroda);
mengangkat dan memberhentikan Pegawai PT BPR Bank Tegal (Perseroda)
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

menetapkan susunan organisasi dan tata tertib PT BPR Bank Tegal
(Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
mewakili PT BPR Bank Tegal (Perseroda) baik di dalam atau di luar
pengadilan dan apabila dipandang perlu dapat menunjuk seorang kuasa
atau lebih untuk mewakili PT BPR Bank Tegal (Perseroda);

membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan/atau kantor kas
berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan
hak atas aktiva tetap dan inventaris milik PT BPR Bank Tegal (Perseroda)
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

menggadaikan aktiva tetap dan inventaris milik PT BPR Bank Tegal
(Perseroda) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
mengadakan kerjasama untuk dan atas nama PT BPR Bank Tegal
(Perseroda);

menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Komisaris dan Direksi serta
pegawai;

menetapkan pengelolaan kepegawaian,;

melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

melaporkan pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada huruf a
sampai dengan huruf k kepada Pemegang Saham melalui Dewan
Komisaris.

Pasal 49

Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48, bertanggungjawab kepada
Pemegang Saham.

Pertanggungjawaban Direksi dilakukan secara tertulis yang ditanda-
tangani oleh Direksi.

Paragraf 6
Pembagian Tugas Direksi
Pasal 50

Direktur Utama PT BPR Bank Tegal (Perseroda) mempunyai tugas
menyelenggarakan perencanaan dan melaksanakan koordinasi dalam
pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan
pengendalian atas unit kerja PT BPR Bank Tegal (Perseroda).

Direktur PT BPR Bank Tegal (Perseroda) mempunyai tugas dan tanggung
jawab untuk membantu Direktur Utama memimpin koordinasi dalam
kegiatan pemasaran produk — produk perbankan, baik dana dan kredit
serta umum dan operasional, keuangan, kepatuhan, perencanaan dan
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pengembangan serta tugas lain demi meningkatkan kinerja/produktifitas
serta sesuai dengan tujuan PT BPR Bank Tegal (Perseroda).

Direksi dapat menunjuk 1 (satu) pejabat struktural PT BPR Bank Tegal
(Perseroda), dalam hal semua anggota Direksi tidak berada di
tempat/berhalangan.

Penunjukan pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan dengan Keputusan Direksi dan diberitahukan kepada Dewan
Komisaris serta kepada Pemegang Saham.

Pembagian tugas Direksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi
atas persetujuan Dewan Komisaris.

Paragraf 7
Rapat Direksi
Pasal 51

Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha dan pengelolaan

PT BPR Bank Tegal (Perseroda).

Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. rapat tahunan;

b. rapat persetujuan RBB PT BPR Bank Tegal (Perseroda); dan

c. rapat luar biasa.

Rapat tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat

diselenggarakan :

a. paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan
Direktur Utama; atau

b. sewaktu-waktu atas undangan Direktur Utama.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rapat Direksi diatur dengan

Peraturan Walikota.

Paragraf 8
Penghasilan Dan Penghargaan Direksi
Pasal 52

Penghasilan Direksi terdiri dari:

a. gaji;

b. tunjangan,;

c. fasilitas; dan/atau

d. tantiem atau insentif pekerjaan.

Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi:

a. gaji pokok yang besarnya:
1) Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok

tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
2) Anggota Direksi masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh
persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.

b. tunjangan kinerja sesuai dengan kemampuan PT BPR Bank Tegal
(Perseroda);

¢. tunjangan istri/suami dan anak;

d. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji
pokok;

e. tunjangan hari raya sesuai kemampuan PT BPR Bank Tegal
(Perseroda).

Fasilitas rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti

sewa rumah sesuai dengan kemampuan PT BPR Bank Tegal (Perseroda).
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Setiap bulan Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang
operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) bulan gaji yang
dipertanggungjawabkan secara riil.

Dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima
persen) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang
penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk
pengembangan PT BPR Bank Tegal (Perseroda).

Penggunaan dana representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dipertanggungjawabkan dengan bukti tertulis berupa pakta integritas.
Pada setiap akhir masa jabatan Direksi dapat diberikan penghargaan
berupa uang jasa pengabdian.

Penghargaan berupa uang jasa pengabdian juga dapat diberikan bagi
Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya
berakhir dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1
(satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa
jabatan kali 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak
dan setelah dilakukan audit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang besarnya 5%
(lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit
dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan
anggota Direksi mendapat 80% (delapan puluh persen) dari Direktur
Utama.

Paragraf 9
Hak Cuti Direksi
Pasal 53

Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:

cuti tahunan;

cuti alasan penting;

cuti menunaikan ibadah;

cuti sakit;

cuti besar; dan

f. cuti bersalin;

Cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan
paling lama 12 (dua belas) hari

Cuti alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
diberikan paling lama selama 60 (enam puluh) hari kalender.

Cuti menunaikan ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
diberikan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender.

Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan dengan
ketentuan harus mengajukan permohonan cuti dengan melampirkan
Surat Keterangan dari Dokter.

Cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan selama
2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan guna menciptakan sistem
pengendalian intern dan praktik yang sehat.

Cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan bagi
Anggota Direksi perempuan selama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum
saatnya melahirkan anak dan 60 (enam puluh) hari kalender sesudah
melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.

Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tetap diberikan penghasilan penuh dari PT BPR Bank Tegal
(Perseroda).

®oo o
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Anggota Direksi wajib mengambil cuti tahunan dan dapat diberikan uang
cuti yang besarnya sesuai dengan kemampuan PT BPR Bank Tegal
(Perseroda).

Paragraf 10
Pemberhentian Anggota Direksi
Pasal 54

Anggota Direksi berhenti karena :

a. meninggal dunia;

b. masa jabatannya berakhir;

c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh RUPS karena:

a. permintaan sendiri;

b. melakukan tindakan yang merugikan keuangan PT BPR Bank Tegal
(Perseroda) berdasarkan pemeriksaan internal;

c. melakukan tindakan tercela;

tidak melaksanakan Rapat Pengurus;

e. terganggu kesehatannya mengakibatkan yang bersangkutan tidak
dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;

f. melanggar pakta integritas;

g. ditetapkan sebagai tersangka.

Q

Pasal 55

Anggota Direksi yang diduga melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan
huruf f dapat diberhentikan sementara oleh RUPS atas usul Dewan
Komisaris.

Anggota Direksi yang ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf g, terlebih dahulu diberhentikan
sementara oleh RUPS.

Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Anggota Direksi yang
bersangkutan.

Pasal 56

Paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak pemberhentian sementara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), Dewan Komisaris
melakukan sidang untuk menetapkan apakah yang bersangkutan
diberhentikan atau direhabilitasi.

Apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Dewan Komisaris belum melakukan sidang, maka Surat
Pemberhentian Sementara tidak berlaku dan yang bersangkutan
melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan Sidang Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan RUPS.
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Pasal 57

Pemberhentian sementara Anggota Direksi yang ditetapkan sebagai
tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), ditetapkan
oleh RUPS atas usul Dewan Komisaris.

RUPS untuk pemberhentian sementara Anggota Direksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari
sejak penetapan Anggota Direksi sebagai tersangka.

Pemberhentian sementara Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), berlaku paling lama 50 (lima puluh) hari dan dilanjutkan dengan
pemberhentian tetap oleh RUPS atas usul Dewan Komisaris.
Pemberhentian tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan
pemberhentian tidak dengan hormat.

Dalam hal pada jangka waktu 50 (lima puluh) hari pemberhentian
sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterbitkan Surat
Perintah Pemberhentian Penyidikan oleh aparat penegak hukum maka
RUPS mengaktifkan kembali Anggota Direksi.

Pengisian Anggota Direksi yang telah diberhentikan tetap karena
ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
dilaksanakan paling lama 70 (tujuh puluh) hari sejak pemberhentian
tetap.

Pasal 58

Direksi yang diberhentikan sementara, diberikan penghasilan sebesar 50%
(lima puluh persen) terhitung mulai bulan berikutnya.

(1)

(2)

(1)

Pasal 59

Anggota Direksi yang diberhentikan tetap karena alasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan
huruf f, paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya Keputusan
RUPS tentang pemberhentian dapat mengajukan keberatan secara
tertulis kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.

Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan
keberatan, RUPS harus mengambil keputusan menerima atau menolak
permohonan keberatan dimaksud.

Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) RUPS belum mengambil keputusan terhadap permohonan
keberatan, maka Keputusan RUPS tentang Pemberhentian tidak berlaku
dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana
mestinya.

Apabila Anggota Direksi terbukti melakukan perbuatan sebagaimana
tersebut dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf f dan
huruf g, maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 60

Anggota Direksi yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 54, digantikan oleh Anggota Direksi pengganti
yang harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
42.
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(2) Anggota Direksi pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan RUPS sampai dengan terpilihnya Direksi
definitif.

(3) Sebelum Keputusan RUPS menetapkan Anggota Direksi pengganti
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu dimintakan
pertimbangan dari OJK berdasarkan hasil fit and proper test.

Pasal 61

(1) Dalam hal semua Direksi berhenti atau diberhentikan, Dewan Komisaris
memimpin jalannya operasional perusahaan.

(2) Dewan Komisaris dapat menunjuk pejabat dari internal BPR untuk
membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan
Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

(3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang:

a. melakukan penjualan dan pelepasan aset PT BPR Bank Tegal
(Perseroda);

b. merubah RBB tanpa persetujuan RUPS melalui Dewan Komisaris;

c. merubah anggaran tanpa persetujuan Pemegang Saham melalui
Dewan Komisaris;

d. menambah atau mengurangi pegawai tanpa persetujuan Pemegang
Saham melalui Dewan Komisaris;

e. melakukan investasi atau divestasi tanpa persetujuan Pemegang
Saham melalui Dewan Komisaris; dan

f. membuka dan menutup cabang tanpa persetujuan Pemegang Saham
melalui Dewan Komisaris.

Paragraf 11
Penunjukan Pejabat Sementara
Pasal 62

(1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan anggota Direksi, pengangkatan
anggota Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, RUPS dapat
mengangkat anggota Direksi lama atau pejabat struktural menjadi
pejabat sementara.

(2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan RUPS.

(3) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling
lama 6 (enam) bulan.

(4) Anggota Direksi lama dan/atau pejabat struktural yang diangkat menjadi
pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
penghasilan sesuai dengan penghasilan Direksi yang diganti setelah
memperoleh persetujuan Dewan Komisaris.

BAB IX
KEPEGAWAIAN
Pasal 63

Pegawai PT BPR Bank Tegal (Perseroda) merupakan pekerja PT BPR Bank
Tegal (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan
kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
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(1)
(2)

(3)

(4)

Pasal 64

Pegawai PT BPR BKK (Perseroda) memperoleh penghasilan yang adil dan
layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
Direksi menetapkan penghasilan pegawai PT BPR Bank Tegal (Perseroda)
sesuai dengan RBB PT BPR Bank Kota Tegal (Perseroda).

Penghasilan pegawai PT BPR Bank Tegal (Perseroda) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Gaji;

b. tunjangan;

c. fasilitas; dan/atau

d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

Direksi wajib mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di
bidang kepegawaian kepada pegawai.

Pasal 65

PT BPR Bank Tegal (Perseroda) wajib mengikutsertakan pegawai pada program
jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)

(2)

Pasal 66

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, PT BPR Bank Tegal
(Perseroda) melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya
manusia.

Biaya program peningkatan kapasitas sumber daya manusia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sebesar 5% (lima per
seratus) dari total biaya tenaga kerja.

Pasal 67

Pegawai PT BPR Bank Tegal (Perseroda) dilarang menjadi pengurus partai
politik.

(1)

BAB X
PERENCANAAN DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Perencanaan
Pasal 68

Direksi wajib menyiapkan RBB PT BPR Bank Tegal (Perseroda) yang
hendak dicapai dalam jangka waktu S (lima) tahun sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.

RBB PT BPR Bank Tegal (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit memuat:

a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;

kondisi PT BPR Bank Tegal (Perseroda) saat ini;

asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis;

visi, misi, sasaran strategi, kebijakan dan program kerja;

nilai dan harapan pemangku kepentingan(stakeholder);

®oo o
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(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)
(3)

(4)

f. proyeksi Keuangan; dan

g. rencana penggunaan dana tanggung jawab sosial dan
lingkungan/corporate social responsibility.

RBB PT BPR Bank Tegal (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS

untuk mendapatkan pengesahan.

Rencana bisnis PT BPR Bank Tegal (Perseroda) sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

Pasal 69

Direksi PT BPR Bank Tegal (Perseroda) wajib menyusun RBB PT BPR
Bank Kota Tegal (Perseroda) yang merupakan penjabaran tahunan dari
Rencana bisnis PT BPR Bank Kota Tegal (Perseroda) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 68.
RBB PT BPR Bank Kota Tegal (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit memuat:
a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
b. hal-hal lain yang memerlukan RUPS.
RBB PT BPR Bank Kota Tegal (Perseroda) yang telah ditandatangani
bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan
pengesahan

Pasal 70

Dalam hal sampai dengan permulaan tahun buku, RUPS tidak
memberikan pengesahan, RBB PT BPR Bank Kota Tegal (Perseroda)
dinyatakan berlaku.

Perubahan RBB PT BPR Bank Kota Tegal (Perseroda) dalam tahun buku
yang bersangkutan harus mendapat pengesahan RUPS.

RBB PT BPR Bank Kota Tegal (Perseroda) yang telah mendapat
pengesahan RUPS disampaikan kepada OJK.

Pelaksanaan RBB PT BPR Bank Kota Tegal (Perseroda) sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi.

Bagian Kedua
Pelaporan
Paragraf 1

Pelaporan Komisaris
Pasal 71

Laporan Komisaris terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan.
Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas laporan pengawasan yang disampaikan kepada RUPS.
Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan
paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan
paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku BPR
ditutup.

Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh
RUPS.

Dalam hal terdapat Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara
tertulis.
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(1)
(2)

(3)

(4)

()

(6)

(7)

(1)

(2)

(1)

Paragraf 2
Pelaporan Direksi
Pasal 72

Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan
laporan tahunan.
Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang
disampaikan kepada Komisaris.
Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang
ditandatangani bersama Direksi dan Komisaris.
Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada RUPS.
Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh
RUPS paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah
diterima.
Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling
lama 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan disahkan oleh
RUPS.
Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan
tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan
alasannya secara tertulis.

Pasal 73

Direksi membuat laporan tahunan yang telah disahkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 72 ayat (5) disampaikan kepada Pemegang Saham
dengan tembusan Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan OJK setempat.
Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca
dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman PT
BPR Bank Tegal (Perseroda).

Pasal 74

Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) paling

sedikit memuat:

a. laporan keuangan;

b. laporan mengenai kegiatan PT BPR Bank Tegal (Perseroda);

¢c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan/
corporate social responsibility;

d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi
kegiatan usaha PT BPR Bank Tegal (Perseroda);

e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh
Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;

f. nama anggota Direksi dan anggota Komisaris; dan

g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Komisaris untuk tahun
yang baru lampau.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling

sedikit memuat:

a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan
dengan tahun buku sebelumnya;

b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;

¢. laporan arus kas;
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d. laporan perubahan ekuitas; dan
e. catatan atas laporan keuangan.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan
huruf g merupakan laporan manajemen.

Pasal 75

Laporan tahunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.

BAB XI
TATA KELOLA PERUSAHAAN
Pasal 76

(1) PT BPR Bank Tegal (Perseroda) wajib menerapkan Tata Kelola
Perusahaan yang baik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau
jenjang organisasi.

(2) Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi atas
persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB XII
TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA
Pasal 77

(1) Tahun buku PT BPR Bank Tegal (Perseroda) disamakan dengan tahun
takwim.

(2) Laba bersih setelah diperhitungkan pajak dan telah disahkan oleh RUPS,
pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :

a. deviden untuk pemegang saham 55% (lima puluh lima persen);

b. cadangan 20% (dua puluh persen);

c. tanggung jawab sosial dan lingkungan/corporate social responsibility
3% (tiga persen);

d. tantiem 4% (empat persen);

e. jasa produksi 8% (delapan persen); dan

f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen)

(3) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibagikan kepada
Pemegang Saham secara proporsional sesuai dengan prosentase modal
disetor.

(4) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditempatkan
pada perusahaan, terdiri atas:

a. cadangan umum 10% (sepuluh persen);
b. cadangan tujuan 10% (sepuluh persen).

(5) Jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, diberikan
kepada pegawai sebagai imbal jasa.

(6) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f untuk
kesejahteraan pegawai, dikelola secara terpisah, yang merupakan salah
satu sumber dana untuk membayar uang pesangon kepada pegawai yang
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(7)

(8)

(1)

(2)

(1)
(2)

(3)

(4)

(3)

(4)

memasuki masa pensiun yang ditetapkan oleh Direksi dengan
persetujuan Dewan Komisaris.

Pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
dievaluasi atau ditetapkan lain melalui RUPS sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembagian laba
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 78

Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai PT BPR Bank Tegal (Perseroda)
yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya
menimbulkan kerugian bagi PT BPR Bank Tegal (Perseroda) wajib
mengganti kerugian dimaksud.

Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV
PEMBINAAN
Pasal 79

Pembinaan Umum terhadap PT BPR Bank Tegal (Perseroda) di tingkat
Kota dilaksanakan oleh Walikota.

Pelaksanaan pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi BUMD.

Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja PT BPR Bank
Tegal (Perseroda).

Pembiayaan pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
bersumber dari APBD Pemerintah Kota.

BAB XV
KERJASAMA
Pasal 80

PT BPR Bank Tegal (Perseroda) dapat melakukan kerjasama dengan

pihak lain dalam usaha meningkatkan modal, sumber daya manusia,

manajemen profesionalisme perbankan/lembaga keuangan dan lain-lain

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang—undangan.

Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan

melalui program:

a. kemitraan;

b. kerjasama operasi (joint operation); dan

c. kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-
undangan.

Dalam melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan kerja sama

sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
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BAB XVI
PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN
Pasal 81

(1) Dalam rangka penyehatan, penguatan dan peningkatan kinerja PT BPR
Bank Tegal (Perseroda),dapat dilakukan:
a. penggabungan, peleburan dan pengambilalihan;
b. perubahan status kelembagaan.

(2) Pelaksanaan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan serta
perubahan status kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
PEMBUBARAN
Pasal 82

(1) Pembubaran PT BPR Bank Tegal (Perseroda) terjadi karena :
a. keputusan RUPS;

b. penetapan pengadilan.

(2) Pembubaran PT BPR Bank Tegal (Perseroda) ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

(3) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus
mendapat persetujuan dari OJK.

(4) Tata cara pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 83

Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, maka
penyelesaian hak dan kewajiban Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai PT
BPR Bank Tegal (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS.

BAB XVIII
SANKSI
Pasal 84

Dalam hal Direksi menyalahgunakan, melanggar dan/atau tidak
melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawab dikenakan sanksi sesuai
ketentuan perundang-undangan.

BAB XIX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 85

(1) Penyesuaian bentuk badan hukum PD BPR Bank Pasar Kota Tegal
menjadi PT BPR Bank Tegal (perseroda) berdasarkan ketentuan dalam
Peraturan Daerah ini dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak
Peraturan Daerah ini diundangkan.
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(2) Penyesuaian bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Direksi.

Pasal 86

Persyaratan pengangkatan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (1) huruf m dan persyaratan pengangkatan Direksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf n, dilaksanakan secara bertahap
paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini
diundangkan.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 87

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :

a. anggota Direksi PT BPR Bank Tegal (Perseroda)yang menjabat sebagai
Direksi dihitung telah menjabat selama 1 (satu) periode dan dapat
diangkat kembali maksimal 1 (satu) kali sesuai dengan ketentuan
pengangkatan kembali berdasarkan Peraturan Daerah ini;

b. Dewan Pengawas yang telah menjabat sebagai Dewan Pengawas selama 2
(dua) kali atau lebih, tidak dapat diangkat kembali di tempat yang sama;

c. Pegawai PT BPR Bank Tegal (Perseroda)yang ada tetap menjadi pegawai
PT BPR Bank Tegal (Perseroda);

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 88

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan
Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 10
tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank
Pasar Kota Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor
3 tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 10
tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank
Pasar Kota Tegal dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak
bertentangan dengan Peraturan daerah ini.

Pasal 89

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah
Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 10 tahun 2000 tentang Perusahaan
Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Tegal dan Peraturan
Daerah Nomor 3 tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Tegal
Nomor 10 tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat
Bank Pasar Kota Tegal, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 90

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

126



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
Pada tanggal ...................

WALIKOTA KOTA TEGAL,

Diundangkan di Tegal
Pada tanggal .......c.ccoceveninnnnen.

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TEGAL,
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PENJELASAN
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL

NOMOR TAHUN 2018
TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK TEGAL KOTA TEGAL

UMUM
Berdasarkan Pasal 339 Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 54
tahun 2017 tentang BUMD dan Peratutan Menteri Dalam Negeri
Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi
Pemerintah Daerah, Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD
yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam
saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (limapuluh satu
persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah. Sehubungan dengan hal
tersebut, maka Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan hasil
penggabunganyang telah memenuhi syarat untuk bertransformasi
menjadi Bank Perkreditan Rakyat tersebut kelembagaannya dalam
bentuk PT BPR Bank Pasar Kota Tegal (Perseroda), dan
pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah Kota Tegal yang mengatur Perusahaan
Daerah BPR Bank Pasar Kota Tegal tidak sesuai lagi, oleh karena
itu perlu dicabut agar disesuaiakan dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD dan menetapkan
Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan
Rakyat Bank Pasar Kota Tegal dengan Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah ini juga mempunyai penekanan terkait
pengaturan pemberhentian tetap Dewan Komisaris dan Direksi yang
ditetapkan sebagai tersangka atas proses hukum yang berjalan dan

dilakukan penahanan untuk menjaga kredibilitas perusahaan.
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Peraturan Daerah ini serta pelaksanaan operasional Bank
Perkreditan Rakyat juga mendasarkan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola
Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas
Pasal 2
Cukup Jelas
Pasal 3
Cukup Jelas
Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan kalimat “Modal Dasar” adalah
Modal yang secara ekonomis dan teknis dibutuhkan guna
mempertahankan eksistensi Perusahaan serta
kemampuan untuk memperoleh laba dalam
melaksanakan fungsi dan peranannya, baik sebagai salah
satu sumber Pendapatan Daerah maupun kemampuan

untuk kelangsungan dan pengembangan Perusahaan.
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Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Yang dimaksud dengan kalimat “modal disetor” adalah
Modal yang telah disetor secara efektif oleh para pemegang
saham.
Ayat (7)
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan kalimat “RUPS Tahunan” adalah
RUPS yang dilaksanakan secara rutin, sedangkan yang
dimaksud dengan kalimat “RUPS Luar Biasa” adalah
RUPS yang dilaksanakan karena adanya hal-hal yang
mendesak seperti antara lain pengangkatan dan
pemberhentian Dewan Komisaris/Direksi.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.
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Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Pasal 18

Cukup jelas.

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan

independen”
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.
Ayat (7)

Cukup jelas.
Ayat (8)

orang yang

“profesional dan

tidak mempunyai

kepentingan dengan operasional PT BPR BKK (Perseroda).

Yang dimaksud paling lama 4 (empat) tahun adalah masa

jabatan Dewan Komisaris 4 (empat) tahun untuk satu kali

masa jabatan.
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Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Yang dimaksud dengan kalimat “tercela” adalah perbuatan
yang harus dihindari karena tidak sesuai dengan prinsip
umum kesusilaan, agama, etika dan prinsip umum yang
berlaku dalam masyarakat
Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
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Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas
Huruf g
Cukup Jelas
Huruf h
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)

Fungsi Kepatuhan bertugas

memastikan kepatuhan

terhadap peraturan OJK dan peraturan perundang-

undangan lainnya.

Ayat (4)

Yang dimaksud paling lama 5 (lima) tahun adalah masa

jabatan Direksi 5 (lima) tahun untuk satu kali masa

jabatan.
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
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Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Yang dimaksud dengan kalimat “tercela” adalah
perbuatan yang harus dihindari karena tidak sesuai
dengan prinsip umum kesusilaan, agama, etika dan
prinsip umum yang berlaku dalam masyarakat

Hurufd
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Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup jelas
Pasal 56

Cukup jelas
Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup Jelas
Pasal 59

Cukup jelas
Pasal 60

Cukup jelas
Pasal 61

Cukup jelas
Pasal 62

Cukup jelas
Pasal 63

Cukup jelas
Pasal 64

Cukup jelas
Pasal 65

Cukup jelas
Pasal 66

Cukup jelas
Pasal 67

Cukup jelas
Pasal 68

Cukup jelas
Pasal 69

Cukup jelas
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Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Yang dimaksud dengan kalimat “Tantiem” adalah
bagian keuntungan perusahaan yang dihadiahkan
kepada Pengurus sesuai dengan kemampuan
perusahaan
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
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Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Cukup jelas
Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas
Pasal 89

Cukup jelas
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Pasal 90
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR ....
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